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ABSTRAK

DIAN HARIASTIKA. Pengaruh Upah Minimum Regional Terhadap Penyerapan
Tenaga Kerja dan Dampaknya Terhadap Ketimpangan Pendapatan Sektor
Industri di Indonesia. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2013.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upah minimum regional,
penyerapan tenaga kerja sektor industri, ketimpangan pendapatan sektor industri,
serta menguji pengaruh upah minimum regional terhadap penyerapan tenaga kerja
dan dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan sektor industri di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data dengan metode panel. Data
setiap provinsi diambil dari BPS (Badan Pusat Statistik) selama periode 2009-
2010, sehingga menghasilkan seluruhnya 58 data analisis. Nilai ketimpangan
melalui koefisien gini Indonesia selalu meningkat dari tahun ke tahun. Indikasi
tersebut menjadi hal penting dalam penelitian ini.

Data yang digunakan yaitu data upah minimum riil provinsi per bulan, penduduk
berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut
provinsi dan lapangan pekerjaan utama, serta nilai ketimpangan pendapatan sektor
industri yang diperoleh melalui Indeks Entropi Theil. Data ketimpangan
pendapatan dihasilkan dengan menginput data PDRB sektor industri per
kabupaten, PDRB sektor industri per provinsi, jumlah tenaga kerja sektor industri
per kabupaten dan jumlah tenaga kerja sektor industri per provinsi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa upah minimum regional (variabel X)
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja industri (variabel Y) dan penyerapan
tenaga kerja industri tersebut mempengaruhi ketimpangan pendapatan sektor
industri (variabel Z) di Indonesia. Dari persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y
= 3.946.542,979 — 4,998X dan [ = 0,389 + 0,0000001605Y berarti terdapat
pengaruh negatif upah minimum regional terhadap penyerapan tenaga kerja, dan
terdapat pengaruh positif penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan
pendapatan.

Hasil korelasi product moment menunjukkan bahwa upah minimum regional
mempengaruhi penyerapan tenaga kerja sebesar 32,43% secara signifikan,
sedangkan penyerapan tenaga kerja mempengaruhi ketimpangan pendapatan
sebesar 25,78% secara signifikan.
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ABSTRACT

DIAN HARIASTIKA. The Influence of Regional Minimum Wage Toward Labour
Absorption and The Impact to Income Disparity of Industry Sector In Indonesia.
Faculty of Economic, State University of Jakarta. 2013.

This research conducted to describe regional minimum wage, labour absorption
in industry sector, income disparity of industry sector, and than examine regional
minimum wage toward labour absorption and the impact to income disparity of
industry sector in Indonesia. This research used removal data technique with
panel data method. Every data is taken from BPS in period 2009 until 2010, so
there’re 58 analysis data totally. The disparity value in gini coefficient is increase
year to year. This indication is an important information in this research.

The used data are real minimum wage province per month, population 15 years of
age and over who worked during the previous week bu province and main
industry, and the income disparity value which is gotten by Entropy Theil Indeks.
The income disparity data are resulted by input the GDRP industry sector data
per regency, total of GDRP industry sector data per province, labour force of
industry sector data per regency,and total of labour force from industry sector
data per province.

The analysis result shows that regional minimum wage (X variable) has the
influence toward labour absorption (Y variable) and this labour absorption of
industry sector has the influence toward income disparity (Z variable) in
Indonesia. With the regression model Y = 3.946.542,979 — 4,998X and [1 = 0,389
+ 0,0000001605Y, can be interpreted that there’s a negative influence of regional
minimum wage toward labour absorption, and there’s a positive influence of
labour absorption toward income disparity.

The product moment correlation result shows that regional minimum wage

influence labour absorption which obtained 32,43% significantly, and labour
absorption influence income disparity which obtained 25,78% significantly.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesejahteraan setiap penduduk merupakan hal yang dicita-citakan
setiap negara di seluruh penjuru dunia. Bagi Indonesia, tujuan negara ini
tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi
segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial*.

Pencapaian tujuan tersebut direalisasikan melalui pembangunan
nasional. Adapun pembangunan ini salah satunya dilakukan melalui
industrialisasi, yaitu suatu proses transformasi dari ekonomi pertanian menuju
ekonomi padat modal yang diyakini memberikan nilai tambah yang tinggi
bagi pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat. Sehingga, proses ini
dianggap paling tepat untuk mendongkrak perekonomian nasional.

Keberhasilan sektor industri untuk meningkatkan pertumbuhan
ekonomi terlihat dari kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik
Bruto (PDB) yang mendominasi dibandingkan 8 (delapan) sektor produksi

lainnya. Dominasi kontribusi tersebut terlihat dari tabel dibawah ini :

! MPR RI, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta :
Sekretariat Jenderal MPR RI, 2011), p. 117.



Tabel 1.1

Distribusi Persentase Produk Domestik Bruto atas Dasar Harga Konstan

menurut Lapangan Usaha dari tahun 2007 hingga 2011

Lapangan Usaha

2009 2010 | 2011

1. Pertanian, Peternakan,
Kehutanan dan Perikanan 1382 | 1367 | 1358 | 13,17 | 12,78
2. Pertambangan dan Penggalian 8,72 8,28 8,27 8,09 7,70
3. Industri Pengolahan 27,39 | 26,78 | 26,17 | 25,80 | 25,71
4. Listrik, Gas dan Air Bersih 0,69 0,72 0,79 0,78 0,77
5. Konstruksi 6,20 6,29 6,44 6,48 6,49
6. ;‘er‘:z?::ga”’ Hotel dan 17,33 | 17,47 | 1691 | 17,30 | 17,74
7. Pengangkutan dan Komunikasi 7,25 7,97 8,82 9,42 9,79
8. 'J:‘;aggri';; E:::] Estate dan 935 | 955 | 9,60 | 955 | 9,58
9. Jasa-jasa 9,25 9,27 9,43 9,41 9,43
Produk Domestik Bruto 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00
PDB Tanpa Migas 92,74 | 93,14 | 93,48 | 93,81 | 94,24

Sumber : Data Strategis BPS 2012, p. 16

Adapun indikasi mengenai pertumbuhan ekonomi nasional yang

semakin meningkat, divisualisasikan dengan grafik berikut ini :

Pertumbuhan
Ekonomi (%)
; 4833 5o 6ot 640
5 1 503 S \
4.58
4
3
2
1
Tahun
(196‘/ & q/@“‘ %QQ"’ %QQ@ ‘196\ %QQQ’ r@@ @\9 (19\,\'

Sumber : Badan Pusat Statistik, Katalog November 2012
Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia



Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia
cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Visualisasi yang sama juga tampak
pada nilai GNP perkapita, yakni Rp 26.034.839,86 per tahun 2010 dan
Rp 29.556.683,81 pada tahun 2011. Selain itu, kondisi ekonomi yang
membaik ini juga didukung oleh laju inflasi yang masih terkontrol dengan
besaran dibawah pertumbuhan ekonomi, yaitu 5,67 persen per Oktober 2010
dan 4,42 persen per Oktober 20112,

Di sisi lain, adanya kepercayaan trickle down effect (hasil
pembangunan yang menetes ke sektor lain dan wilayah Indonesia lainnya)
memfokuskan pembangunan ekonomi hanya pada wilayah-wilayah tertentu,
yakni di Pulau Jawa. Implikasinya bagi Indonesia yang notabenenya adalah
negara berkembang, pelaksanaan strategi pembangunan ini menghasilkan
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun juga disertai dengan kesenjangan
yang semakin besar.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa diikuti dengan pemerataan
pendapatan, mengindikasikan adanya pertumbuhan ekonomi yang kurang
berkualitas. Masyarakat mampu dan kaya yang berjumlah hanya sebagian
kecil, menikmati porsi yang lebih dari kenaikan pendapatan nasional.
Sementara masyarakat lainnya yang miskin harus puas dengan porsi yang
semakin mengecil dari kenaikan pendapatan yang ada. Hal ini juga berarti

terdapat penyimpangan dari arti penting pembangunan itu sendiri.

2 Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik, Perkembangan Beberapa Indikator
Utama Sosial-Ekonomi Indonesia : November 2012 (Jakarta : Badan Pusat Statistik, 2012), p.145.



Berkenaan dengan ketimpangan pendapatan antar wilayah, pada
umumnya hal ini diukur melalui besaran koefisien gini. Koefisien gini suatu
negara yang mengalami ketidakmerataan tinggi berkisar antara 0,50 — 0,70;
ketidakmerataan sedang berkisar antara 0,36 — 0,49; dan yang mengalami
ketidakmerataan rendah berkisar antara 0,20 — 0,35°. Berikut ini merupakan
visualisasi nilai ketimpangan provinsi-provinsi di Indonesia dalam kurun

waktu 4 (empat) tahun terakhir, rentang tahun 2009 hingga 2012 :

Tabel 1.2
Rasio Gini menurut Provinsi dari tahun 2009 hingga 2012

Provinsi 2009 2010 ‘ 2011 ‘ 2012
Aceh 0,29 0,30 0,33 0,32
Sumatera Barat 0,30 0,33 0,35 0,36
Kepulauan Riau 0,29 0,29 0,32 0,35
Jambi 0,27 0,30 0,34 0,34
Sumatera Selatan 0,31 0,34 0,34 0,40
Lampung 0,35 0,36 0,37 0,36
DKI Jakarta 0,36 0,36 0,44 0,42
Banten 0,37 0,42 0,40 0,39
DI Yogyakarta 0,38 0,41 0,40 0,43
Bali 0,31 0,37 0,41 0,43
Nusa Tenggara Timur 0,36 0,38 0,36 0,36
Kalimantan Barat 0,32 0,37 0,40 0,38
Kalimantan Tengah 0,29 0,30 0,34 0,33
Kalimantan Timur 0,38 0,37 0,38 0,36
Sulawesi Utara 0,31 0,37 0,39 0,43
Gorontalo 0,35 0,43 0,46 0,44
Sulawesi Selatan 0,39 0,40 0,41 0,41
Maluku 0,31 0,33 0,41 0,38
Papua 0,38 0,41 0,42 0,44
Papua Barat 0,35 0,38 0,40 0,43
Indonesia 0,37 0,38 0,41 0,41

Sumber : Badan Pusat Statistik, Katalog November 2012

® Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat (Yogyakarta : Bagian
Penerbitan Sekolah Tinggi llmu Ekonomi YKPN, 1999), p. 233.



Berdasarkan tabel tersebut, angka koefisien gini pada setiap provinsi
rata-rata meningkat di setiap tahunnya. Refleksinya, kondisi nasional juga
cenderung meningkat selama 4 (empat) tahun terakhir, yakni dari angka 0,37
hingga 0,41 (berarti ketimpangan moderat atau sedang). Akibat struktur
ekonomi yang rapuh, angka koefisien gini yang hampir mendekati 0,5 ini
akan bermuara pada semakin parahnya kondisi sosial-ekonomi negara.
Buruknya dampak ketimpangan ini diperkuat oleh pendapat Irwan Gusman,
Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah dalam Seminar Strategi Pengembangan
Ekonomi Berbasis Sumber Daya Nasional untuk Kedaulatan dan
Kemakmuran Rakyat, yaitu :

Pembangunan harus dapat menghasilkan perubahan struktural yang

seimbang. Perubahan struktural terus terjadi pada perekonomian

Indonesia, akan tetapi perubahan yang terjadi menghasilkan adanya

ketimpangan antar wilayah yang kemudian menumbuhkan struktur
ekonomi yang rapuh®.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dominasi sektor industri
terhadap PDB berhasil meningkatkan pertumbuhan nasional, namun belum
berhasil memeratakan distribusi pendapatan. Realitanya, dibalik pertumbuhan
ekonomi nasional yang semakin meningkat, justru diiringi juga dengan
peningkatan ketimpangan pendapatan masyarakat. Untuk itu, penelitian ini
akan membahas ketimpangan antar wilayah yang dilihat dari kontribusi

sektor industri pada provinsi-provinsi di Indonesia.

* Nisa. “Perekonomian Tanpa Pemerataan Bisa Memicu Kekacauan Sosial”. Kompas. 26
Oktober 2009.



Pada hakikatnya, perbedaan pendapatan yang dinikmati masyarakat
akibat adanya perbedaan-perbedaan di setiap provinsi merupakan suatu hal
yang wajar. Namun, akan menjadi suatu masalah jika yang terjadi adalah
ketimpangan (perbedaan/gap yang mencolok) antara satu individu dengan
individu lainnya, antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Refleksinya,
terdapat wilayah-wilayah terbelakang dengan rata-rata penduduk yang
mempunyai pendapatan per kapita yang rendah.

Adanya ketimpangan pendapatan sektor industri ini dapat dipengaruhi
oleh beberapa faktor; yang pertama adanya sumber daya alam (SDA) di
wilayah-wilayah tertentu. Pemusatan kekayaan hasil alam di wilayah-wilayah
tertentu ini secara potensi menjadikan suatu wilayah dengan sumber daya
alam yang lebih subur cenderung lebih kaya dibandingkan wilayah lainnya
yang kurang subur. Namun, SDA yang berlimpah ini hanya merupakan modal
awal untuk pembangunan. Diperlukan faktor lain seperti teknologi dan
sumber daya manusia agar potensi alam yang dimiliki mampu diolah
maksimal. Dalam talkshow DPD Perspektif Indonesia di Jakarta, Pri Agung
Rakhmanto yang merupakan Direktur Eksekutif Reforminer Institute
menyatakan kondisi masyarakat di daerah tambang justru berbanding terbalik
dengan kekayaan daerahnya”.

Entitas lainnya yang juga mempengaruhi ketimpangan pendapatan

yaitu adanya sejumlah sumber daya manusia yang hanya berada di wilayah-

® Beni Sindhunata. “BUMN-BUMD Diusulkan Kelola Migas”. Investor Daily Indonesia.
23 November 2012.



wilayah tertentu. Pada ketimpangan industri, sumber daya manusia ini berarti
jumlah tenaga kerja industri. Pemusatan tenaga kerja sebagai pengelola dalam
proses produksi di wilayah-wilayah tertentu ini memicu pengelolaan
kekayaan alam pada wilayah lainnya menjadi tidak optimal. Seperti yang
dikatakan Sharif C. Sutarjo, Menteri Kelautan dan Perikanan yaitu :
Industri perikanan kurang berkembang sebagaimana potensi yang
dimiliki. Ketidaksinkronan antara pasokan bahan baku, jumlah pekerja
dan lokasi pabrik menjadi penyebabnya. Sumber bahan baku terutama
berpusat di wilayah Indonesia bagian timur, namun mayoritas pekerja

terampil dan industri perikanan berada di Pulau Jawa karena
infrastrukturnya sudah bagus®.

Indikasi mengenai pemusatan sumber daya manusia ini juga

divisualisasikan melalui gambar berikut :
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Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistical Yearbook of Indonesia 2010, 2011, 2012
Gambar 1.2 Jumlah Tenaga Kerja Industri Indonesia

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa jumlah tenaga Kerja

cenderung memenuhi Pulau Jawa daripada pulau-pulau lainnya. Padahal,

® Primus Dorimulu. “Laut yang Terlupakan”. Investor Daily Indonesia. 11 April 2013.



wilayah luar Pulau Jawa seperti Sumatera dan Kalimantan juga sangat
potensial dilihat dari ketersediaan bahan baku dan pangsa pasar yang besar
selain pasar domestik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi banyaknya jumlah tenaga
kerja di wilayah-wilayah tertentu ini diantaranya yaitu besaran tingkat upah
minimum yang ditetapkan. Terdapat 2 (dua) sudut pandang mengenai besaran
upah yang diterima pekerja, yaitu sisi pekerja dan sisi pengusaha.

Pada pandangan pekerja, upah merupakan pemasukan utama untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Biaya hidup yang semakin meningkat dari
tahun ke tahun menuntut manusia untuk mengoptimalkan segala potensinya
agar kebutuhannya terpenuhi. Adanya tingkat upah minimum provinsi yang
masih berada di bawah nilai rupiah kebutuhan hidup layak (KHL) cenderung
memicu pekerja untuk menuntut bayaran upah yang lebih tinggi atau
menjadikan mereka berlomba-lomba untuk mencari pekerjaan di wilayah
seperti Ibukota atau wilayah lainnya yang memberikan tingkat upah lebih
tinggi.

Indikasi adanya upah minimum yang belum memenuhi Kebutuhan
Hidup Layak (KHL) sehingga cenderung memicu pekerja untuk menuntut
upah yang lebih tinggi divisualisasikan melalui perbandingan dalam tabel

berikut ini :



Tabel 1.3
Komparasi Upah Minimum dengan Kebutuhan Hidup Layak tahun 2012

Provinsi Upah Minimum Per Kebutuhan Hidup
Bulan (rupiah), 2012 = Layak (rupiah), 2012
Aceh 1.400.000 1.531.459
Sumatera Barat 1.150.000 1.153.456
Kepulauan Riau 1.015.000 1.080.332
Jambi 1.142.500 1.143.576
Sumatera Selatan 1.195.220 1.311.000
Lampung 975.000 1.008.109
DKI Jakarta 1.529.150 1.497.838
Banten 1.042.000 1.108.000
DI Yogyakarta 892.660 862.391
Bali 967.500 1.130.779
Nusa Tenggara Barat 1.000.000 1.222.088
Nusa Tenggara Timur 925.000 1.164.204
Kalimantan Barat 900.000 1.327.014
Kalimantan Tengah 1.327.459 1.720.414
Kalimantan Timur 1.177.000 1.531.458
Sulawesi Utara 1.250.000 1.077.899
Sulawesi Selatan 1.200.000 1.161.395
Maluku 975.000 1.739.000
Papua 1.585.000 1.904.000
Papua Barat 1.450.000 1.800.000

Sumber : Ditjen PHI dan Jamsostek, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI.

Indikasi lainya berkenaan dengan diperlukannya upah yang tinggi
untuk memenuhi kebutuhan ini juga diperkuat oleh Yusril Ardanis, Ketua
Bidang Kajian Masyarakat Lembaga Ruang Publik Riau yaitu :

Semestinya upah pekerja di Pekanbaru atau di Riau disamakan dengan

upah di Provinsi DKI sebesar Rp 1.529.000,-. Di Pekanbaru dan

beberapa kota di Riau, harga kebutuhan pokok justru lebih mahal
dibandingkan DKI. Ongkos transportasi pun lebih mahal’.

" Syahnan Rangkuti. “Upah Minimum Riau Rp 1.283.000,-”. Kompas. 01 Desember 2011
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Adapun upah minimum ini cenderung diberlakukan kepada kaum
pekerja buruh industri. Implementasi mengenai peraturan upah minimum ini
ditujukan sebagai jaring pengaman untuk menahan pekerja jatuh di bawah
garis kemiskinan. Namun pada pandangan sebaliknya yaitu dari sisi
pengusaha, upah minimum merupakan beban bagi perusahaan. Semakin
tinggi upah yang harus dibayarkan kepada pegawainya, maka akan semakin
mengurangi profit yang diterima pengusaha tersebut. Untuk mencapai
efisiensi, penggunaan tenaga kerja dalam proses produksi kemudian
digantikan dengan faktor produksi lainnya seperti mesin pabrik.

Berkaitan dengan kondisi industri saat ini yang didominasi oleh
industri capital intensive diperkuat oleh pendapat Anton Supit, Wakil Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam acara diskusi publik yang
diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di
Jakarta, yaitu :

Perlu diverifikasi; apakah sumber daya alam, padat modal, padat
karya, atau apa. Saat ini kita sedang butuh investasi yang padat karya
karena bisa menyerap banyak tenaga kerja. Menurut data BPS,
sebanyak 62% angkatan kerja nasional merupakan pekerja pada sektor
informal. Sementara sisanya 38% pada sektor formal. Komposisi itu
seharusnya bisa dibalik®.

Indikasi industri yang semakin capital intensive juga terlihat dari

komparasi jumlah tenaga kerja dengan nilai output industri besar dan sedang

yang kontradiktif. Hal ini divisualisasikan dalam tabel berikut ini :

8 Eny Prihtiyani. “Apindo : Investasi Asing Harus Padat Karya”. Kompas. 07 September
2012.
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Tabel 1.4

Komparasi Jumlah Tenaga Kerja dengan Nilai Output Industri

Besar dan Sedang

Tahun  Jumlah Tenaga Kerja Industri Nilai Output Industri Besar
Besar dan Sedang dan Sedang (Milyar Rupiah)
2006 4.755.703 1.191.136
2007 4.624.937 1.419.863
2008 4.457.932 1.781.478
2009 4.345.174 1.867.302
2010 4.501.145 2.054.321

Sumber : Badan Pusat Statistik, Statistical Yearbook of Indonesia 2010, 2011, 2012

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang
digunakan cenderung menurun sedangkan nilai outputnya cenderung
meningkat. Hal ini berarti pihak pengusaha hanya akan mengeluarkan
sejumlah upah sampai pada titik optimum tertentu, maka agar mencapai target
produksi namun dengan pengeluaran membayar upah yang tidak terlalu besar
pengusaha cenderung mengganti tenaga kerja dengan faktor produksi yang
lebih efisien seperti penggunaan mesin produksi pabrik.

Faktor kedua yang mempengaruhi kecenderungan banyaknya jumlah
tenaga kerja yaitu adanya penyediaan barang/jasa pemuas kebutuhan hidup
yang lengkap. Kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan yang beragam
dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana yang lengkap serta
dalam kondisi yang baik akan menstimulus para pekerja untuk mau bekerja di
wilayah tersebut. Sejumlah penerimaan upah yang besar namun dengan
supply kebutuhan pangan yang sulit, infrastruktur seperti akses jalan raya

yang rusak, jembatan yang tidak kokoh, kendaraan umum yang jarang
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ditemui atau penerangan jalan yang redup, akan mengurangi kesediaan
pekerja untuk bekerja di wilayah tersebut.

Perlunya kemudahan akses dalam memenuhi kebutuhan hidup pekerja
juga didukung oleh pendapat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam
acara Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012
di Jakarta sebagai berikut :

Pembangunan infrastruktur di kawasan Indonesia sangat penting

dalam mengerjakan pembangunan di daerah. Di Indonesia bagian

timur, kita harus bekerja lebih keras untuk menghindari tingginya
harga barang, serta akses pendidikan dan kesehatan. Selain itu,
pembangunan infrastruktur menjadi multiplier efek dimana pada
akhirnya pembangunan dapat membuka lapangan pekerjaan dan
memfasilitasi pembangunan industri yang menjadi tulang punggung

Indonesia’.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat 2 (dua) faktor yang
mempengaruhi ketimpangan pendapatan antar wilayah. Faktor-faktor ini
diantaranya yaitu perbedaan sumber daya alam dan perbedaan sumber daya
manusia yang dipekerjakan dalam suatu wilayah. Adapun sejumlah pekerja di
suatu wilayah juga dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor, yaitu tingkat upah
minimum regional yang ditetapkan dan kemudahan dalam perolehan
barang/jasa kebutuhan hidup sehari-hari. Selain entitas-entitas yang telah
dideskripsikan tersebut, masih terdapat banyak variabel-variabel lainnya yang

memengaruhi ketimpangan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja di

Indonesia namun tidak dibahas pada penelitian ini.

° Hari Gunarto. “Pembangunan Infrastruktur Aspas US$60 Miliar”. Investor Daily
Indonesia. 28 Agustus 2012.
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Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat
diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut :
1) Pengaruh upah minimum regional terhadap penyerapan tenaga kerja
2) Pengaruh penyediaan barang/jasa pemuas kebutuhan hidup terhadap
penyerapan tenaga kerja
3) Pengaruh penyerapan tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan
4) Pengaruh potensi sumber daya alam terhadap ketimpangan pendapatan
5) Pengaruh upah minimum regional terhadap penyerapan tenaga kerja dan

dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan

Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, ternyata masalah tenaga kerja dan
ketimpangan pendapatan dipengaruhi faktor-faktor yang sangat beragam,
maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah : “Pengaruh Upah Minimum
Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan dampaknya terhadap

Ketimpangan Pendapatan”.

Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut : Apakah upah minimum regional berpengaruh
terhadap penyerapan tenaga kerja dan berdampak terhadap ketimpangan

pendapatan?
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E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak,
baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu
pengetahuan mengenai upah minimum regional, penyerapan tenaga kerja
dan ketimpangan pendapatan sehingga dapat dijadikan sebagai tambahan
referensi bagi para pembaca.

2) Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pemerintah
sebagai bahan masukan untuk pengambilan kebijakan-kebijakan dalam

membantu mengatasi ketimpangan pendapatan antar wilayah di Indonesia.



BAB 11
KAJIAN TEORETIK

A. Deskripsi Konseptual

1. Ketimpangan Pendapatan Sektor Industri

Kesejahteraan bagi setiap penduduk pada umumnya diupayakan
negara melalui pembangunan nasional. Salah satunya dilakukan melalui
sektor industri, yakni suatu sektor atau bidang yang berkaitan dengan
produksi barang setengah jadi dan barang jadi. Dilihat dari sudut pandang
ekonomi, Arsyad mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai “suatu
proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk
suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem
kelembagaan™'?.

Berdasarkan definisi tersebut, dalam analisis pembangunan
ekonomi yang meningkatkan kemakmuran suatu negara pada umumnya
direpresentasikan melalui pendapatan perkapita. Dalam analisis lebih
lanjut, penggunaan data pendapatan perkapita sebagai indeks untuk
menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat memiliki beberapa
kelemahan.

Kelemahan atau ketidaksempurnaan penggunaan pendapatan

perkapita ini, menurut Sukirno dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua);

' Lincolin Arsyad, op. cit., p. 11.

15
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(1) faktor lainnya seperti komposisi umur penduduk, distribusi
pendapatan masyarakat, pola pengeluaran masyarakat, komposisi
pendapatan nasional, jumlah masa lapang/leisure yang dinikmati
masyarakat, dan perubahan dalam keadaan pengangguran juga

sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara; dan (2)

kelemahan yang bersifat statistik dan metodologi dalam

penghitungan pendapatan perkapita'’.

Peningkatan nilai GNP perkapita tanpa diikuti dengan pemerataan
mengindikasikan terdapat penyimpangan dari arti penting pembangunan
itu tersendiri. Dengan kata lain, terdapat ketimpangan pendapatan antara
satu individu dengan individu lainnya atau antara satu wilayah dengan
wilayah lainnya. Ketimpangan ini tersendiri dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia didefinisikan sebagai “suatu kepincangan, cacat, atau hal yang
tidak sebagaimana mestinya (seperti tidak adil)”'*,

Secara konvensional, istilah ketimpangan dapat diartikan sebagai
adanya suatu perbedaan atau gap yang mencolok antara satu individu
dengan individu lainnya yang dalam hal ini antara pekerja industri dengan
pekerja industri lainnya, atau antara satu wilayah industri dengan wilayah
industri lainnya. Sedangkan mengenai pendapatan, hal ini didefinisikan
Raharja dan Manurung sebagai “total penerimaan (uang dan bukan uang)
seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu”"”.

Pada buku yang berbeda, Raharja dan Manurung juga

mendefinisikan pendapatan personal sebagai “bagian pendapatan nasional

13 Sadono Sukirno, Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan Edisi
Kedua (Jakarta : Kencana, 2011), pp. 55-63.

' Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi
Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), p. 1194.

' Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar
Edisi Keempat (Jakarta : LPFE-UI, 2010), p. 293.



17

yang merupakan hak-hak individu dalam perekonomian, sebagai balas jasa
keikutsertaan mereka dalam proses produksi”'®. Dengan kata lain,
pendapatan ini berasal dari pembagian aktivitas ekonomi diantara anggota-
anggota masyarakat.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Case Fair yang
mendefinisikan pendapatan individu sebagai “pendapatan yang diterima
oleh rumah tangga sebelum membayar pajak pendapatan individu”'’.
Sedangkan Sukirno mendefinisikan pendapatan pribadi sebagai “semua
jenis pendapatan, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan
sesuatu kegiatan apapun, yang diterima oleh penduduk suatu negara”'®.

Berkenaan dengan pendapatan yang diterima seseorang, hal ini
dapat berasal dari berbagai sumber, seperti Raharja dan Manurung dalam
bukunya Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar yang mengemukakan
bahwa secara konseptual pendapatan rumah tangga dapat dibagi menjadi 3
(tiga), yaitu : pendapatan dari gaji dan upah, pendapatan dari aset
produktif, dan pendapatan dari pemerintah (transfer payment)"’.

Pada konsep pendapatan dari gaji dan upah, besar gaji atau upah

yang diterima seseorang sangat tergantung dari produktivitasnya.

Produktivitas ini tersendiri dapat dipengaruhi dari tingkat keahlian (skill),

' Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar
Edisi Keempat (Jakarta : LPFE-UI, 2008), p. 24.

'7 Karl E. Case dan Ray C. Fair, Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid Kedua Edisi Kedelapan
(Jakarta : Erlangga, 2007), p. 31.

'8 Sadono Sukirno, Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada, 20006), p. 47.

! Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, loc. cit.
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mutu modal manusia (human capital), dan kondisi kerja (working
condition). Semakin tinggi kepemilikan ketiga faktor tersebut, maka
pendapatan seorang tenaga kerja juga akan semakin besar.

Pada konsep pendapatan dari aset produktif, aset produktif baik
berupa aset finansial (financial assets) maupun aset bukan finansial (real
assets), keduanya memberikan penghasilan bagi pemiliknya. Hal ini dapat
berupa pendapatan bunga, dividen, keuntungan atas modal (capital gain)
dan sewa. Sedangkan pada konsep pendapatan dari pemerintah (Transfer
Payment), pendapatan ini diterima individu bukan sebagai balas jasa atas
input yang diberikannya. Sifat pendapatan ini serupa dengan subsidi.

Ketimpangan yang terjadi juga sering dikatakan sebagai suatu
keadaan distribusi pendapatan yang buruk. Berkenaan dengan keadaan
distribusi pendapatan, Ahluwalia dalam Sukirno mengklasifikasikannya ke
dalam 2 (dua) gambaran, yaitu distribusi pendapatan relatif dan distribusi
pendapatan mutlak;

Distribusi  pendapatan relatif adalah perbandingan jumlah
pendapatan yang diterima oleh berbagai golongan penerima
pendapatan, dan penggolongan ini didasarkan kepada besarnya
pendapatan yang diterima. Sedangkan distribusi pendapatan mutlak
adalah persentase jumlah penduduk yang pendapatannya mencapai
suatu tingkat pendapatan tertentu atau kurang dari itu™.

Distribusi pendapatan relatif divisualisasikan melalui persentase

pendapatan yang diterima 40 persen penduduk suatu negara yang

menerima pendapatan paling rendah. Sedangkan keadaan distribusi

*% Sadono Sukirno, op. Cit., pp. 64-65.
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pendapatan mutlak dianalisis dengan melihat jumlah penduduk yang
menerima pendapatan di bawah garis kemiskinan (poverty line).
Pendeteksian masalah ketimpangan pendapatan yang terjadi dalam
suatu negara, menurut Arsyad dapat dilakukan dengan menggunakan
kerangka kemungkinan produksi (PPF)*'. Untuk menggambarkan analisis
tersebut, produksi barang dalam sebuah perekonomian dibagi menjadi
barang kebutuhan pokok (seperti makanan pokok, pakaian, perumahan
sederhana) dan barang mewah (seperti mobil mewah, televisi). Hal ini

diperlihatkan melalui kurva dibawah ini :

Barang Mewah
A
A

PPF

_ Barang
0 " Kebutuhan Pokok

Sumber : Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat, p. 226

Gambar I1.1 Pilihan Produksi antara Barang Mewah dan Barang

Kebutuhan Pokok

Produksi diasumsikan terjadi sepanjang kurva kemungkinan
produksi (PPF) dengan semua sumber daya digunakan secara penuh dan

efisien. Dengan kondisi GNP riil yang sama, titik A menunjukkan

*! Lincolin Arsyad, op. cit., pp. 225-226.
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kombinasi barang mewah lebih banyak dan sedikit barang kebutuhan
pokok yang dihasilkan, sebaliknya pada titik B.

Pada negara dengan tingkat pendapatan perkapita rendah seperti
Indonesia, semakin senjang distribusi pendapatan, maka permintaan
agregat akan lebih dipengaruhi oleh perilaku konsumsi orang-orang kaya.
Dengan demikian, posisi produksi barang konsumsi berada pada titik A,
dimana biasanya orang-orang kaya lebih banyak mengonsumsi barang
mewah daripada barang kebutuhan pokok.

Analisis lebih lanjut, para ekonom pada umumnya mengukur
ketimpangan melalui beberapa metode, diantaranya yaitu :

a) Distribusi Pendapatan Perorangan
Menurut Arsyad, ukuran sederhana ini dapat menunjukkan hubungan
antara individu-individu dengan pendapatan total yang mereka terima.
Mengenai cara perolehan pendapatannya tidak diperhatikan®*. Dalam
penghitungannya, pertama semua individu diurutkan berdasarkan
tingkat pendapatannya yang semakin meninggi kemudian dibagi ke
dalam 5 (lima) atau 10 (sepuluh) kelompok. Setelah itu, tentukan
proporsi dari pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-
masing  kelompok. Ukuran ketimpangan didapat dengan
membandingkan  persentase = pendapatan = 40% = penduduk

berpenghasilan terendah dengan 20% penduduk berpenghasilan tinggi.

2 Ibid., pp. 227-229.
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b) Kurva Lorenz

Penghitungan ketimpangan dengan metode ini digambarkan melalui
hubungan kuantitatif antara persentase penduduk dengan persentase
pendapatan yang diterima. Sumbu vertikal menunjukkan persentase
pendapatan (kumulatif hingga 100%), sedangkan sumbu horizontal
menunjukkan persentase jumlah penduduk (juga kumulatif hingga
100%)*. Dengan demikian, kedua sumbu tersebut sama panjang dan
akhirnya membentuk bujur sangkar.

Keadaan perfect equality digambarkan dengan garis diagonal
dalam bujur sangkar. Setiap titik pada garis diagonal tersebut
menunjukkan bahwa persentase pendapatan yang diterima sama persis
dengan persentase penerima pendapatan tersebut. Kemudian kurva
Lorenz terbentuk cekung dari garis diagonal ini. Dalam kriterianya,
semakin jauh kurva dari garis diagonal, semakin tinggi derajat

ketidakmerataan yang ditunjukkan. Berikut ini visualisasinya :

Perfect Equality

% Pendapatan

“

Kurva Lorenz

0 % Penduduk

Sumber : Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan Edisi Keempat, p. 230
Gambar I1.2 Derajat Kemerataan/Ketidakmerataan menurut
Kurva Lorenz

> Ibid., p. 230.
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¢) Koefisien Gini

Koefisien gini merupakan salah satu ukuran yang memenuhi 4
(empat) kriteria dalam penghitungan distribusi pendapatan, yaitu
prinsip anonimitas, independensi skala, independensi populasi, dan
transfer (prinsip Pigou-Dalton)**. Ukuran derajat ketidakmerataan
distribusi pendapatan didapatkan dengan menghitung luas daerah
antara garis diagonal dengan kurva Lorenz, kemudian dibandingkan
dengan luas total dari separuh bujur sangkar dimana terdapat kurva
Lorenz tersebut®.

Melalui kurva Lorenz ini, kemudian dapat digambarkan
keadaan absolute equality income distribution (KG = 0), absolute
inequality income distribution (KG = 1), dan actual inequality income
distribution (0 < KG < 1)*. Jika nilai koefisien gini sebesar 0,50
sampai 0,70 berarti ketidakmerataan tinggi, 0,36 sampai 0,49 berarti
ketidakmerataan sedang dan 0,20 sampai 0,35 berarti ketidakmerataan
rendah. Semakin kurva Lorenz mendekati garis diagonal, semakin
rendah nilai ketimpangannya. Namun, kelemahan koefisien ini dalam

merepresentasikan ketimpangan terjadi jika terdapat kurva-kurva

#* Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith, Pembangunan Ekonomi Jilid Kesatu Edisi
Kesembilan (Jakarta : Erlangga, 2006), p. 239.

% Lincolin Aryad, op.cit., pp. 231-233.

% Suherman Rosyidi, Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi
Mikro dan Makro (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), p. 148.
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Lorenz yang saling berpotongan. Dengan demikian, penentuan kurva

mana yang lebih timpang akan lebih sulit ditafsirkan®’.

d) Kriteria Bank Dunia
Penghitungan ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank
Dunia dilakukan melalui besarnya kontribusi (sumbangan) dari 40%
penduduk miskin. Kriteria yang dipergunakan yaitu apabila kelompok
40% penduduk termiskin memperoleh pendapatan lebih kecil dari
12% dari pendapatan nasional berarti ketimpangan tinggi, bila
memperoleh pendapatan 12% - 17% dari pendapatan nasional berarti
ketimpangan sedang dan bila memperoleh lebih dari 17% pendapatan

nasional berarti ketimpangan rendah?®.

e) Indeks Entropi Theil (Theil Entropi Index of Inequality)
Konsep entropi ini merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam
mengukur kesenjangan ekonomi dan konsentrasi industri. Indeks ini
memiliki kelebihan mampu menganalisis kecenderungan konsentrasi
geografis selama periode tertentu, juga menyajikan gambaran yang
lebih rinci mengenai kesenjangan spasial dalam sub unit geografis

yang lebih kecil. Secara matematis, indeks ini dapat dihitung melalui :
Y Yi/Y
T =75 log
i=1l Y Pi/P

7 Ronald G. Ehrenberg dan Robert S. Smith, Modern Labor Economics Theory and
Public Policy Eighth Edition (Amerika : Pearson Education, Inc., 2003), p. 500.
** Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, op. cit., p. 34.
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Dimana T adalah indeks entropi atas kesenjangan spasial provinsi, Y;
adalah PDRB industri setiap kabupaten provinsi i, Y adalah total
PDRB industri provinsi, P; adalah jumlah tenaga kerja industri setiap
kabupaten provinsi i, dan P adalah jumlah tenaga kerja industri
provinsi”. Nilai indeks entropi yang lebih rendah berarti
menunjukkan adanya kesenjangan yang rendah dan sebaliknya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa ketimpangan pendapatan merupakan suatu kepincangan atau
ketidakadilan penerimaan atas balas jasa keikutsertaan seseorang atau
suatu rumah tangga dengan seorang atau rumah tangga yang lainnya dalam
perekonomian selama periode tertentu. Pada ketimpangan antarwilayah,
hal ini berarti terdapat kepincangan atau ketidakadilan antara total
penerimaan satu wilayah dengan wilayah lainnya.

Adapun sejumlah metode atau indeks pengukuran ketimpangan
didesain sesuai dengan tujuannya masing-masing. Berkaitan dengan
ketimpangan pendapatan pada sektor industri, maka indeks yang paling
relevan digunakan yaitu Indeks Entropi Theil. Terdapat beberapa indikator
dalam penghitungan ketimpangan dengan metode ini, yaitu data PDRB
industri setiap kabupaten, total PDRB industri provinsi, jumlah tenaga
kerja industri setiap kabupaten, dan tenaga kerja industri provinsi yang

dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

¥ Armida S. Alisjahbana dan Bambang P.S. Brodjonegoro, Regional Development in The

Era of Decentralization : Growth, Poverty, and The Environment (Bandung : Unpad Press, 2004),

p. 268.
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2. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan faktor terpenting bagi bergeraknya roda
pembangunan. Simanjuntak mendefinisikan tenaga kerja atau manpower
ini sebagai “kelompok penduduk yang berada dalam usia kerja (working-
age population)”®®. Pendapat serupa juga dikemukakan oleh
Tjiptoherijanto yakni :

Penduduk yang berada pada usia kerja (diatas 15 tahun) atau

jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat

memprodusir barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga

mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas
tersebut’’.

Adapun cakupan dalam tenaga kerja atau manpower ini yaitu
“penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari
pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain yang dianggap secara fisik

»32 Ppada istilah ekonomi

mampu dan sewaktu-waktu dapat ikut bekerja
sumber daya manusia, komponen tenaga kerja ini disebut dengan angkatan
kerja dan bukan angkatan kerja.

Berkaitan dengan komponen tersebut, yang termasuk dalam
angkatan kerja atau labor force yaitu (1) golongan yang bekerja, dan (2)

golongan yang mengganggur dan mencari pekerjaan. Sedangkan yang

termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja atau potential labour

3% Payaman J. Simanjuntak, Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia (Jakarta : LPFE-
UL, 1985), p. 1.

3! Prijono Tjiptoherijanto, op. cit., p. 4.

32 Payaman J. Simanjuntak, op. Cit., p. 2.
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force yaitu (1) golongan yang bersekolah, (2) golongan yang mengurus
rumah tangga, dan (3) golongan lain-lain atau penerima pendapatan®.

Penyerapan tenaga kerja identik dengan penduduk yang bekerja
(golongan yang bekerja pada kelompok angkatan kerja). Orang yang
mampu bekerja, berarti orang yang mampu melakukan kegiatan yang
mempunyai nilai ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan
barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut
Tjiptoherijanto, adapun yang tergolong penduduk yang bekerja
diantaranya yaitu :

a) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan melakukan
pekerjaan atau bekerja dengan maksud memperoleh atau
membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama
paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu dan tidak
boleh terputus.

b) Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak
melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dari satu jam, namun
mereka adalah;

(1) Pegawai tetap, pegawai-pegawai pemerintah atau swasta
yang sedang tidak masuk bekerja karena cuti, sakit, mogok,
mangkir, perusahaan menghentikan kegiatannya sementara.

(2) Petani-petani yang mengusahakan tanah pertanian yang
tidak bekerja karena menunggu panenan atau menunggu
hujan untuk menggarap sawahnya.

(3) Orang-orang yang bekerja di bidang keahlian seperti
dokter, tukang cukur, d1I**.

Pendapat lainnya menurut Case Fair, yang tergolong sebagai orang
yang bekerja atau pekerja, yaitu :
Tiap orang berusia 16 tahun atau lebih; (1) yang bekerja untuk

mendapatkan bayaran, baik untuk orang lain maupun untuk
bisnisnya sendiri selama 1 (satu) jam per minggu atau lebih, (2)

* Ibid., p. 3.
3 Prijono Tjiptoherijanto, op. cit., p. 5.
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yang bekerja tanpa bayaran selama 15 jam per minggu atau lebih
untuk perusahaan keluarga, atau (3) yang memiliki pekerjaan
namun absen untuk sementara, dengan atau tanpa bayaran®’.

Berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap, dalam ilmu
ekonomi hal ini dapat divisualisasikan melalui pasar tenaga kerja. Pasar
tenaga kerja ini tersendiri didefinisikan Case Fair sebagai “interaksi yang
terjadi ketika rumah tangga menawarkan tenaga kerja dan perusahaan serta
pemerintah meminta tenaga kerja”*°. Dengan kata lain, pada kondisi pasar
persaingan sempurna, besarnya tingkat employment dipengaruhi oleh
faktor supply of labour dan demand of labour.

Pada konsep supply, Rahardja dan Manurung mendefinisikan
penawaran tenaga kerja sebagai “jumlah jam kerja yang ditawarkan oleh
individu (konsumen) pada berbagai tingkat upah (nominal), dalam upaya

9937

memaksimumkan utilitas hidupnya””’. Sedangkan menurut Case Fair,

13

kurva penawaran tenaga kerja adalah “grafik yang mengilustrasikan

jumlah tenaga kerja yang ingin ditawarkan oleh rumah tangga pada tingkat
upah tertentu”>*.

Konsep ini mengindikasikan hubungan positif antara penawaran
tenaga kerja dengan tingkat upah riil. Pada kondisi normal, konsumen

tidak ingin menambah jam kerjanya jika upah riil tidak meningkat (kondisi

upah riil tetap atau nol). Namun jika upah riil semakin tinggi, maka akan

33 Karl E. Case dan Ray C. Fair, op. cit., p. 48.
3 Ibid., p. 11.

37 Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, op. cit., p. 197.
¥ Karl E. Case dan Ray C. Fair, op. cit., p. 221.
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semakin tinggi pula utilitas hidup konsumen. Oleh sebab itu, konsumen
akan menambah jam kerjanya untuk menambah penghasilan.

Pada konsep demand, jumlah tenaga kerja yang diminta berasal
dari pihak perusahaan. Case Fair mendefinisikan kurva permintaan tenaga
kerja sebagai “suatu grafik yang mengilustrasikan jumlah tenaga kerja

39
727, Dalam

yang ingin dipekerjakan perusahaan pada tingkat upah tertentu
memutuskan berapa banyak pekerja yang perlu direkrut, perusahaan selalu
mempertimbangkan pengaruh jumlah tenaga kerja tersebut terhadap output
produksinya.

Berkaitan dengan proses terbentuknya kurva permintaan tenaga
kerja oleh pihak pengusaha, berikut ini merupakan visualisasi sederhana
mengenai bagaimana perusahaan memutuskan jumlah pekerja yang

direkrut dari suatu fungsi produksi :

Tabel 11.1

Proses jumlah pekerja yang akan direkrut

Jumlah | Output Produk marjinal Nilai MPL, Upah Laba
pekerja tenaga kerja P=$10 marjinal
(L) (Q  (MPL=AQ/AL) (VMPL=PxMPL) (W)

0 0

1 100 100 $1.000 $500 $500

2 180 80 800 500 300

3 240 60 600 500 100

4 280 40 400 500 -100

5 300 20 200 500 -300

Sumber : N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Jilid 2, p. 6

* Ibid., p. 221.
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Berdasarkan tabel tersebut, pada saat jumlah pekerjanya
meningkat, terdapat hukum diminishing marginal product yaitu produk
marginal tenaga kerja yang menurun. Untuk melihat kontribusi pekerja
terhadap pendapatan perusahaan, nilai MPL kemudian dikonversi ke
dalam bentuk mata uang (misalnya $10 per output yang dihasilkan).

Selanjutnya, bila diasumsikan upah pasar bagi seorang pekerja
$500 per minggu, maka mulai dari pekerja yang keempat perusahaan tidak
lagi menerima laba. Oleh karena itu, perusahaan akan merekrut 3 (tiga)
orang pekerja. Dengan demikian, sebuah perusahaan kompetitif yang
memaksimalkan laba akan merekrut tenaga kerja sampai pada suatu titik
dimana nilai produk marjinal tenaga kerja sama dengan upah®. Dengan
kata lain, kurva nilai produk marjinal merupakan kurva permintaan tenaga
kerja bagi sebuah perusahaan kompetitif yang memaksimalkan laba.

Berikut ini merupakan visualisasinya dalam bentuk kurva :

Nilai Produk
Marginal 4

Upah pasar

VMP_ =D,
, Jumlah tenaga

Kuantitas yang kerija
memaksimumkan laba

Sumber : N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Jilid 2, p. 8

Gambar I1.3 Kurva Permintaan Tenaga Kerja

*'N. Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Jilid 2 (Jakarta : Erlangga, 2000), pp. 4-10.
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Perubahan tingkat upah akan mengakibatkan perubahan pula dalam
permintaan tenaga kerja (perubahan terjadi sepanjang garis permintaan).
Dalam jangka pendek, terjadinya perubahan ini tergantung dari besarnya
elastisitas permintaan tenaga kerja tersebut. Elastisitas permintaan tenaga
kerja ini tersendiri didefinisikan Simanjuntak, sebagai “persentasi
perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan
satu persen pada tingkat upah™*'.

Secara matematis, hal ini dapat ditulis dalam persamaan sebagai

berikut :
AN A\

e= .
AW N

Dimana e adalah elastisitas permintaan tenaga kerja, AN adalah perubahan
jumlah pekerja yang terjadi, N adalah jumlah yang bekerja mula-mula,
AW adalah besarnya perubahan tingkat upah, dan W adalah tingkat upah
yang sedang berlaku.

Berkenaan dengan besar kecilnya elastisitas permintaan tenaga
kerja tersebut, hal ini tergantung dari 4 (empat) faktor, yaitu kemungkinan
substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lainnya, elastisitas
permintaan terhadap barang yang dihasilkan, proporsi biaya karyawan
terhadap seluruh biaya produksi, dan elastisitas persediaan dari faktor
produksi pelengkap lainnya42. Perubahan komposisi empat faktor ini akan

mengubah jumlah permintaan tenaga kerja dari pihak perusahaan.

*! Payaman J. Simanjuntak, op. cit., p. 76.
“ Ibid., pp. 77-78.
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Sesuai dengan perkembangan waktu, dalam jangka panjang
adanya penambahan atau pengurangan jumlah tenaga kerja yang diminta
juga dapat terjadi dalam bentuk loncatan (shift). Hal ini dapat disebabkan
oleh penambahan hasil produksi secara besar-besaran, peningkatan
produktivitas kerja karyawan dan penggunaan teknologi baru®’.

Pendapat lainnya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang
diminta dikemukakan oleh Hanggraeni, yang menyatakan bahwa terdapat
3 (tiga) faktor yang memengaruhi jumlah permintaan tenaga kerja, yaitu :

a) Faktor eksternal perusahaan, seperti kondisi perekonomian,

kondisi sosial politik, teknologi, dan kompetisi.

b) Faktor internal perusahaan, seperti rencana strategis

perusahaan, anggaran, serta perkiraan produksi dan penjualan.

c) Faktor angkatan kerja, seperti pensiun, pengunduran diri,
pemberhentian kerja, dan kematian key employee®.

Pada akhirnya, pertemuan antara supply of labour dan demand of
labour akan membentuk besarnya penempatan (jumlah orang yang bekerja
atau tingkat employment). Analisis lebih lanjut mengenai pasar kerja
dijelaskan pada sub bab berikutnya.

Berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu terserap, hal ini
merupakan akumulasi dari berbagai pekerja yang tersebar diberbagai
sektor dengan kemampuannya dalam menyerap tenaga kerja yang berbeda-
beda. Perbedaan tersebut mengindikasikan adanya perbedaan elastisitas

kesempatan kerja masing-masing sektor produksi. Elastisitas kesempatan

41-44.

43 i
Ibid., p. 78.
“ Dewi Hanggraeni, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta : LPFE-UIL, 2012), pp.
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kerja ini tersendiri didefinisikan sebagai “perbandingan laju pertumbuhan
kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan ekonomi”*®.

Secara matematis, elastisitas kesempatan kerja terbentuk dalam

persamaan di bawah ini :

£ laju pertumbuhan kesempatan kerja

laju pertumbuhan pendapatan nasional

Konsep elastisitas ini dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan
tenaga untuk suatu periode tertentu, baik untuk masing-masing sektor
maupun ekonomi secara keseluruhan, ataupun untuk menyusun simulasi
kebijakan pembangunan yang paling sesuai untuk kondisi pasar kerja*.

Pada kaitannya dengan struktur ketenagakerjaan, Setiono
mengungkapkan bahwa hal ini merupakan profil yang mampu
menggambarkan kondisi perekonomian suatu wilayah. Indikasinya dapat
dilihat dari distribusi secara sektoral maupun wilayah®’. Analisis yang
menghubungkan antara tahap-tahap pembangunan ekonomi dan distribusi
pendapatan dimulai oleh Simon Kuznets yang mengajukan hipotesis
bahwa tingkat ketimpangan distribusi pendapatan mula-mula meningkat
pada tahap awal pembangunan, mendatar pada tahap pertengahan dan

menurun pada tahap-tahap berikutnya (hipotesis U-terbalik)*®.

* Payaman Simanjuntak, op. cit., p. 82.

* Ibid., p. 83.

7 Dedi NS. Setiono, Ekonomi Pengembangan Wilayah (Jakarta : LPFE-UIL, 2011), p. 322.

* Haryo Kuncoro, “Disparitas Pendapatan Sektoral dalam Pembangunan Ekonomi
Indonesia”, Jurnal Ekonomi STEI. Vol. 12 No. 3, September 2003, p. 63.
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Menurut Tambunan, posisi pembangunan ekonomi di NSB pada
tingkat regional akan meningkatkan kesenjangan dalam distribusi
pendapatan® . Berawal dari pertumbuhan yang muncul di berbagai daerah
pada waktu yang tidak sama, terdapat tempat yang disebut pusat
pertumbuhan (pole of growth). Pada gilirannya pembangunan yang
cenderung terjadi di pusat pertumbuhan (pole of growth) ini akan
menghambat daerah yang lambat perkembangannya™ .

Menurut Myrdal dalam Arsyad, adanya peningkatan ketimpangan
ini berarti spread effects (perubahan yang menguntungkan) yang terjadi
jauh lebih kecil daripada backwash effects (perubahan yang merugikan)
dalam ekspansi pembangunan ekonomi tersebut. Sesuai dengan pendapat
Myrdal, Hirschman juga berpendapat jika pengaruh perkembangan suatu
daerah menyebabkan perbedaan yang semakin jauh dengan daerah lainnya,
berarti terjadi proses pengkutuban (polarization effects)’’. Dengan
demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja dalam upaya pembangunan
ekonomi pada NSB akan berdampak pada penambahan angka
ketimpangan.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan
bahwa penyerapan tenaga kerja merupakan jumlah penduduk yang berada

pada usia kerja (diatas 15 tahun) yang tergolong sedang bekerja pada

* Tulus T.H. Tambunan, Transformasi Ekonomi Indonesia Teori dan Penemuan Empiris
(Jakarta : Salemba Empat, 2001), pp. 191-199.

> Lincolin Arsyad, op. Cit., p. 356.

> Ibid., p. 304.
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kelompok angkatan kerja (bukan yang mengganggur atau mencari
pekerjaan) di berbagai sektor produksi dimana perekrutan tenaga kerja ini
menunjukkan kondisi bahwa nilai produk marjinal tenaga kerja telah sama
dengan upah.

Adapun indikator penyerapan tenaga kerja ini yaitu data penduduk
berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu
menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama (yang digunakan yaitu

sektor industri), yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

3. Upah Minimum Regional

Berbagai keperluan manusia yang dibutuhkan, pada umumnya
dapat dipenuhi melalui upah yang diterimanya. Upah ini tersendiri

didefinisikan Rahardja dan Manurung sebagai “balas jasa terhadap

9552

kesediaan menjadi tenaga kerja”””. Sedangkan menurut Winarni dan

Sugiyarso, upah merupakan “suatu penerimaan sebagai imbalan dari
pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk
pekerja sendiri maupun keluarganya™>>.

Definisi upah lainnya yang tertera pada PP No0.8/1981 dalam
Tjiptoherijanto, yaitu :

Suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada

karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan

dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang
ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-

>2 Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, loc. cit.
> F. Winarni dan G. Sugiyarso, Administrasi Gaji dan Upah (Yogyakarta : Pustaka
Widyatama, 2006), p. 17.



35

undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara

pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk

karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya*.

Berkenaan dengan upah yang diterima pekerja, hal yang terpenting
dalam penentuan upah adalah penghasilan atas jasa yang diberikan mampu
memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini mengacu
pada 3 (tiga) fungsi upah yang digunakan sebagai dasar dalam sistem
pengupahan, yaitu (1) mampu menjamin kehidupan yang layak bagi
pekerja dan keluarganya, (2) mencerminkan pemberian imbalan terhadap
hasil kerja seseorang, dan (3) memuat pemberian insentif yang mendorong
peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional®”.

Menurut Winarni dan Sugiyarso, besarnya upah yang diterima
pekerja dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya yaitu
ketetapan pemerintah seperti upah minimum dan upah kerja lembur,
tingkat upah di pasaran, kemampuan finansial perusahaan, kualifikasi
SDM yang digunakan, kemauan perusahaan, dan tuntutan pekerja®.

Berkaitan dengan besarnya upah yang ditetapkan, terdapat
perbedaan kepentingan antara pekerja/buruh dengan pengusaha mengenai
hal ini. Pengusaha memandang upah sebagai penambah beban perusahaan

yang pada akhirnya akan mengurangi porsi keuntungan badan usahanya,

sedangkan kaum pekerja menginginkan upah yang setinggi-tingginya demi

> Prijono Tjiptoherijanto, Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan Nasional
(Jakarta: LPFE-UI, 1996), p. 90.

> bid., p. 110.

>0 F. Winarni dan G. Sugiyarso, op. Cit., pp. 19-22.
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memenuhi  kebutuhan  hidupnya  beserta  keluarganya.  Dalam
mengupayakan win-win solution atas perbedaan ini, kemudian pemerintah
menetapkan suatu kebijakan berupa upah minimum.

Tjiptoherijanto mendefinisikan upah minimum sebagai “upah yang
ditetapkan secara minimum regional, sektoral regional maupun sub
sektoral. Dalam hal ini upah minimum itu adalah upah pokok dan
tunjangan™’. Untuk upah pokok minimum ini tersendiri didefinisikan
sebagai upah pokok yang diatur secara minimal oleh pemerintah baik
regional, sektoral maupun sub sektoral tidak termasuk tunjangan’®.
Sedangkan region merupakan suatu konsep yang merepresentasikan unsur
ruang (space)’’.

Pendapat lainnya mengenai upah minimum didefinisikan oleh DPP
FBSI (Dewan Pimpinan Pusat Federasi Buruh Seluruh Indonesia) dalam
Tjiptoherijanto pada buku yang berbeda, yakni sebagai “upah permulaan
yang diterima oleh seorang pekerja atau buruh yang dapat dipergunakan

1”60

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara minima Sedangkan

menurut Case Fair, upah minimum adalah “batas bawah tingkat upah
untuk tiap jenis tenaga kerja”®'.

Secara teoritis, terdapat beberapa komponen yang memengaruhi

besarnya upah minimum ini, yaitu :

>7 Prijono Tjiptoherijanto, loc. cit.

¥ Ibid., p. 90.

* Sjafrizal, Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi (Padang : Baduose Media, 2008), p. 7.
% Prijono Tjiptoherijanto, op. cit., p. 117.

8 Karl E. Case dan Ray C. Fair, op. cit., p. 227.
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a) Kebutuhan fisik minimum (KFM)

KFM merupakan kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk
mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya yang paling minim agar
mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi.
Adapun komponen dalam kebutuhan fisik minimum ini tersendiri
diantaranya :

(1) Kelompok makanan dan minuman; terdiri dari beras, daging,
ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, ubi, minyak
goreng, cabe, bawang, kelapa, gula, garam, teh dan kopi.

(2) Kelompok bahan bakar dan penerangan; terdiri dari kayu bakar,
minyak tanah, lampu dan air minum.

(3) Kelompok perumahan dan peralatan; terdiri dari sewa rumah,
tempat tidur, bantal, piring, gelas minum, dll.

(4) Kelompok pakaian; terdiri dari celana atau rok, kemeja, sarung,
handuk, sepatu, sabun cuci. Untuk yang berkeluarga ditambahkan
kain kebaya, kain panjang, selendang dan pakaian anak.

(5) Kelompok lain-lain; mencakup transportasi, rekreasi, obat-obatan,
pendidikan dan bacaan, pangkas rambut, sikat dan pasta gigi®*.

b) Indeks harga konsumen (IHK)

IHK merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan
hidup, dimana naiknya harga ini secara tidak langsung mencerminkan
tingkat inflasi. IHK ini dihitung menurut 4 (empat) kelompok

pengeluaran, yaitu makanan, perumahan, sandang dan aneka.

Keadaan perekonomian daerah
Keadaan perekonomian suatu daerah akan memengaruhi
pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang

bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu

62 Payaman J. Simanjuntak, op. cit, pp. 114 — 115.
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daerah, maka semakin besar kesempatan berkembang bagi perusahaan

yang beroperasi di daerah yang bersangkutan® .

Menurut Simanjuntak, penerapan kebijakan upah minimum ini
ditujukan untuk menjamin penghasilan karyawan sehingga tidak lebih
rendah dari suatu tingkat tertentu, meningkatkan produktivitas kerja
karyawan, mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-
cara produksi yang lebih efisien®. Dengan kata lain, adanya upah
minimum ini ditujukan untuk meningkatkan daya beli pekerja/buruh yang
pada akhirnya akan mempersempit kesenjangan pendapatan.

Pada implementasinya, upah minimum yang telah ditetapkan
pemerintah pun memiliki beberapa kendala. Hal ini dapat dilihat dari 2
(dua) sisi, yaitu sisi pengusaha dan sisi pekerja.

Dari sisi pengusaha, kendala ini berupa :

a) Kurangnya pemahaman mengenai fungsi pekerja. Dalam hal
ini, pekerja dipandang sebagai faktor produksi yang sedapat
mungkin ditekan pengeluarannya.

b) Kondisi perusahaan yang tidak memungkinkan. Kondisi
seperti ini berkaitan dengan situasi bisnis yang menurun atau
biaya produksi yang meninggi.

Sedangkan kendala dari sisi pekerja, diantaranya :

a) Tingkat produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.

b) Struktur angkatan kerja yang belum seimbang dengan
permintaan tenaga kerja®.

Berkaitan dengan kendala ini, analisis mengenai pengaruh upah

minimum di dalam pasar kerja divisualisasikan melalui kurva berikut :

% Prijono Tjiptoherijanto, op. cit., pp. 119-121.
% Payaman J. Simanjuntak, loc. cit.
% Prijono Tjiptoherijanto, op. cit., pp. 94-95.
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| D . Jumlah tenaga

TKm TKe g kerja

0

Sumber : Prijono Tjiptoherijanto, Untaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, p. 132

Gambar I1.4 Keseimbangan Pasar Tenaga Kerja

Garis DD merupakan kurva permintaan terhadap tenaga kerja dan
garis SS adalah kurva penawaran tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa
semua pihak mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar kerja,
maka menurut teori neoklasik jumlah penyediaan tenaga kerja selalu sama
dengan permintaan (TKg). Pada titik ini pula yang dikatakan sebagai tenaga
kerja yang terserap (0 — TKg), yakni keadaan keseimbangan dimana
penyediaan tenaga kerja sama dengan permintaan (titik ekuilibrium)®.

Pendapat serupa juga dikemukakan Mankiw yang menyatakan
bahwa upah atau harga tenaga kerja terbentuk dari kurva permintaan dan
penawaran tenaga kerja. Pada kondisi ekuilibrium, para pekerja menerima
upah yang sama besarnya dengan nilai kontribusi mereka dalam produksi
barang dan jasa®. Dengan kata lain, setiap perusahaan juga telah
mengikuti aturan maksimalisasi laba, yaitu merekrut pekerja pada nilai

produk marginal yang sama dengan upah.

% payaman J. Simanjuntak, op. Cit., p. 4.
7 N. Gregory Mankiw, op. cit., p. 11.
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Analisis lebih lanjut, pada pasar kerja selalu diasumsikan bahwa
terdapatnya keseimbangan antara penawaran dengan permintaan tenaga
kerja akan membentuk tingkat upah tertentu (Ue) dengan jumlah tenaga
kerja yang tertentu pula (TK¢). Apabila ditetapkan upah minimum sebesar
Un yang berada diatas upah nyata yang terjadi di pasar (Ug), maka jumlah
tenaga kerja yang dipekerjakan akan berkurang dari titik TK, ke titik TKp.

Keadaan ini menyebabkan sebagian orang kehilangan pekerjaannya
(garis ab) dan tenaga kerja lainnya kemungkinan bekerja ditempat lain
dengan tingkat upah yang lebih rendah dari Uy (garis bc)®®. Dengan
demikian, adanya upah minimum belum mampu mencapai tujuan awal.
Upah minimum yang diterapkan mengakibatkan penurunan jumlah tenaga
kerja yang diminta pihak perusahaan. Pihak perusahaan hanya akan
merekrut pekerja sampai pada suatu batas tertentu agar profit yang
diterimanya optimum.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa upah minimum regional merupakan batas bawah upah permulaan
sebagai balas jasa dari pemberi kerja kepada penerima kerja yang dinilai
dalam bentuk uang termasuk tunjangan, yang ditetapkan secara minimum
regional. Adapun indikator upah minimum regional ini yaitu data upah
minimum provinsi per bulan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat

Statistik (BPS).

% Prijono Tjiptoherijanto, op. cit., pp. 131-133.
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B. Hasil Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai ketimpangan pendapatan telah dilakukan oleh
peneliti-peneliti sebelumnya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh
Suhartono dalam jurnalnya yang berjudul “Struktur Ekonomi, Kesempatan
Kerja dan Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Jawa Tengah”. Dengan
teknik analisis Location Quotient (LQ), analisis Shift Share dan Indeks
Ketimpangan Williamson, penelitian ini memberikan hasil bahwa pergeseran
pada struktur ekonomi (dari sektor primer ke sektor tersier) akan berdampak
pada perubahan struktur penyerapan tenaga kerja. Perubahan ini selanjutnya
memberikan nilai ketimpangan pendapatan yang menurun di Jawa Tengah®.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Lutfi Muta’ali dalam jurnalnya yang
berjudul “Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap
Ketimpangan Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning”.
Dengan teknik analisis Tipologi Klassen dan Indeks Entropi Theil, penelitian
ini memberikan suatu hasil bahwa rasio belanja pembangunan memiliki
pengaruh yang signifikan dan bersifat negatif terhadap ketimpangan,
sedangkan variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan
bernilai positif terhadap tingkat ketimpangan perkembangan wilayah di

Ciayumajakuning”’.

% Suhartono, “Struktur Ekonomi, Kesempatan Kerja dan Ketimpangan Pendapatan di
Provinsi Jawa Tengah”, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 7 No. 2, September 2011, pp. 86-
101.

0 Lutfi Muta’ali, “Analisis Dampak Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Ketimpangan
Perkembangan Wilayah di Kawasan Ciayumajakuning”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan,
Vol. 7 No. 2, November 2011, pp. 172-181.
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Penelitian serupa mengenai ketimpangan pendapatan juga dilakukan
oleh Restiatun dalam jurnalnya “Identifikasi Sektor Unggulan dan
Ketimpangan  Antarkabupaten/Kota di  Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta”. Dengan teknik analisis Indeks Williamson, analisis Indeks
Entropi Theil, analisis Gravitasi dan Model Interaksi Ruang, analisis Location
Quotient (LQ), dan analisis Tipologi Daerah, penelitian ini memberikan suatu
hasil bahwa pola pembangunan dengan visi yang tidak jelas cenderung
menambah ketimpangan pendapatan di DIY "'

Berkaitan dengan nilai upah, penelitian lainnya juga dilakukan oleh
Riky Eka Putra dalam jurnalnya “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah dan
Nilai Produksi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel di
Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”. Melalui teknik analisis regresi
berganda, penelitian ini menghasilkan suatu pengaruh positif dan signifikan
secara simultan terhadap jumlah tenaga kerja yang terserap di Kecamatan
Pedurungan, Semarang’”.

Penelian lainnya mengenai tenaga kerja juga dilakukan oleh Rini
Sulistiawati dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum
terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di

Indonesia”. Melalui teknik path analysis, penelitian ini memberikan hasil

"I Restiatun, “Identifikasi Sektor Unggulan dan Ketimpangan Antarkabupaten/Kota di
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”, Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol. 10 No. 1,
April 2009, pp. 77-98.

72 Riky Eka Putra, “Pengaruh Nilai Investasi, Nilai Upah, dan Nilai Produksi terhadap
Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Mebel di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang”,
Economics Development Analysis Journal, Vol. 1 No. 2, November 2012, pp. 42-56.
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bahwa upah berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang negatif
terhadap penyerapan tenaga kerja serta penyerapan tenaga kerja berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat’.

C. Kerangka Teoretik
1. Upah Minimum Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Implementasi upah minimum ditujukan sebagai jaring pengaman
untuk menahan pekerja jatuh di bawah garis kemiskinan. Pada pandangan
pekerja, upah merupakan pemasukan utama untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Oleh karena itu, pekerja menuntut besaran upah yang setinggi-
tingginya demi kesejahteraan dirinya beserta keluarganya. Namun pada
pandangan sebaliknya yaitu dari sisi pengusaha, upah minimum
merupakan beban bagi perusahaan. Semakin tinggi upah yang harus
dibayarkan kepada pegawainya, maka akan semakin mengurangi profit
yang diterima pengusaha tersebut. Untuk itu, pengusaha hanya akan
merekrut pegawai sampai pada suatu batas tertentu agar badan usaha yang
dikelolanya mencapai laba yang optimum. Dengan demikian, diduga
adanya upah minimum belum mampu mencapai tujuan awal. Upah
minimum yang diterapkan mengakibatkan permintaan terhadap tenaga

kerja menjadi berkurang.

7 Rini Sulistiawati, “Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan
Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia”, Jurnal Eksos, Vol. 8 No. 3, Oktober 2012, pp. 195-211.
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2. Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berawal dari pertumbuhan yang muncul di berbagai daerah pada
waktu yang tidak sama, terdapat tempat yang disebut pusat pertumbuhan
(pole of growth). Pada gilirannya pembangunan (yang dalam hal ini
penambahan tenaga kerja) yang cenderung terjadi di pusat pertumbuhan
(pole of growth) tersebut akan menghambat daerah yang lambat
perkembangannya. Sehingga, spread effects yang terjadi jauh lebih kecil
daripada backwash effects. Oleh karena itu, trickle down effects yang
diharapkan tidak terjadi, yang terjadi justru proses pengkutuban
(polarization effects). Dengan demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja
dalam upaya pembangunan ekonomi pada NSB akan berdampak pada

penambahan angka ketimpangan.

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka teoretis diatas, dapat dirumuskan
hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh negatif upah minimum regional terhadap
penyerapan tenaga kerja. Artinya, semakin tinggi upah minimum
regional, maka semakin rendah jumlah tenaga kerja yang terserap.

2. Terdapat pengaruh positif penyerapan tenaga kerja terhadap
ketimpangan pendapatan sektor industri di Indonesia. Artinya, semakin
tinggi jumlah tenaga kerja yang terserap, maka semakin tinggi nilai

ketimpangan pendapatan.



BAB Il
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang peneliti rumuskan, maka tujuan
penelitian ini yaitu :
1. Mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh upah minimum regional
terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri di Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh penyerapan tenaga kerja

terhadap ketimpangan pendapatan sektor industri di Indonesia.

B. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di sektor-sektor industri seluruh Indonesia
dengan pengambilan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang
digunakan adalah data panel, yaitu data upah minimum riil sektor industri per
provinsi, jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor industri dan indeks
ketimpangan pendapatan sektor industri pada setiap provinsi di Indonesia
selama rentang waktu 2009 hingga 2010.

Sektor industri peneliti pilih karena sektor ini memiliki kontribusi
output yang sangat dominan terhadap PDB daripada kontribusi 8 (delapan)
sektor produksi lainnya. Namun, tingginya persentase output ini ternyata

belum mampu menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang memadai untuk

45
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menyerap pertumbuhan jumlah tenaga kerja atau memeratakan distribusi
pendapatan. Dengan demikian, harapan tercapainya peningkatan
kesejahteraan yang hakiki belum mampu diatasi oleh sektor yang dianggap
sebagai leading sector ini.

Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, terhitung sejak Februari
sampai dengan Juli 2013; dengan rincian 1 bulan pengumpulan data, 2 bulan
pengolahan data, dan 3 bulan penulisan. Sedangkan data time series yang
digunakan dalam penelitian yaitu rentang 2009 hingga 2010. Waktu tersebut
dipilih untuk mendapatkan hasil penelitian dari periode terupdate dan
audited, sehingga hasil tersebut lebih relevan untuk merepresentasikan

perkembangan kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia saat ini.

. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Ex Post
Facto dengan pendekatan korelasional. Metode Ex Post Facto merupakan
suatu penelitian peristiwa yang telah terjadi dan kemudian diruntut ke
belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian
tersebut”>. Metode ini dipilih karena merupakan metode yang sistematik dan
empirik, sehingga sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.
Kemudian melalui pendekatan korelasional, akan ditemukan besarnya
pengaruh variabel-variabel yang akan diteliti, yaitu variabel upah minimum

regional, penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan.

7 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Jakarta : Alfabeta, 2004), p. 7.
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D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa
data tahunan per provinsi upah minimum riil sektor industri, jumlah tenaga
kerja yang terserap di sektor industri, dan indeks ketimpangan pendapatan
sektor industri di Indonesia yang diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS)
selama rentang waktu 2009 hingga 2010. Dari data time series (antar waktu)
dan cross section (antar ruang) ini, kemudian digabungkan membentuk data
panel. Data time series yang digunakan selama 2 (dua) tahun yaitu periode
2009 hingga 2010, sedangkan data cross section yang digunakan yaitu 29
(dua puluh sembilan) provinsi yang ada di Indonesia. Hal ini karena
dilakukan drop terhadap provinsi yang memiliki nilai variasi terlalu tinggi
dari data rata-rata. Sehingga jumlah data secara keseluruhan menjadi 58 data

analisis.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian

1. Ketimpangan Pendapatan
a. Definisi Konseptual

Ketimpangan pendapatan adalah suatu kepincangan atau ketidakadilan
penerimaan atas balas jasa keikutsertaan seseorang atau suatu rumah
tangga dengan seorang atau rumah tangga yang lainnya dalam
perekonomian selama periode tertentu. Pada ketimpangan
antarwilayah, hal ini berarti terdapat kepincangan atau ketidakadilan

antara total penerimaan satu wilayah dengan wilayah lainnya.
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b. Definisi Operasional

Ketimpangan pendapatan merupakan data sekunder yang diambil dari
publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan menggunakan Indeks
Theil yang telah diakar kuadratkan, indikatornya yaitu data PDRB
sektor industri per kabupaten, PDRB sektor industri per provinsi,
jumlah tenaga kerja sektor industri per kabupaten dan jumlah tenaga

kerja sektor industri per provinsi selama periode 2009 hingga 2010.

2. Penyerapan Tenaga Kerja
a. Definisi Konseptual

Penyerapan tenaga kerja adalah jumlah penduduk yang berada pada
usia kerja (diatas 15 tahun) yang tergolong sedang bekerja pada
kelompok angkatan kerja (bukan yang mengganggur atau mencari
pekerjaan) di berbagai sektor produksi dimana perekrutan tenaga kerja
ini menunjukkan kondisi bahwa nilai produk marjinal tenaga kerja

telah sama dengan upah.

b. Definisi Operasional

Penyerapan tenaga kerja merupakan data sekunder yang diambil dari
publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan yaitu data
penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu
yang lalu menurut provinsi dan lapangan pekerjaan utama (yaitu

sektor industri), selama periode 2009 hingga 2010.
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3. Upah Minimum Regional
a. Definisi Konseptual

Upah minimum regional adalah batas bawah upah permulaan sebagai
balas jasa dari pemberi kerja kepada penerima kerja yang dinilai
dalam bentuk uang termasuk tunjangan, yang ditetapkan secara
minimum regional.

b. Definisi Operasional
Upah minimum regional merupakan data sekunder yang diambil dari
publikasi Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan yaitu data

upah minimum riil provinsi per bulan, selama periode 2009 - 2010.

F. Konstelasi Pengaruh Antar Variabel

Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu upah minimum
regional sebagai varibel bebas untuk penyerapan tenaga kerja yang
digambarkan dengan simbol X, penyerapan tenaga kerja sebagai variabel
terikat untuk upah minimum regional dan juga sebagai variabel bebas untuk
ketimpangan pendapatan yang digambarkan dengan simbol Y, serta
ketimpangan pendapatan sebagai variabel terikat untuk penyerapan tenaga
kerja yang digambarkan dengan simbol Z.

Sesuai dengan hipotesis yang diajukan bahwa terdapat pengaruh
variabel X terhadap Y dan variabel Y terhadap Z, maka penelitian ini
menggunakan paradigma sederhana berurutan yang menunjukkan hubungan

antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen secara
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Adapun konstelasi pengaruh variabel X terhadap Y dan Y

digambarkan sebagai berikut :

(X) (Y) (Z)

Keterangan :

Variabel X

Variabel Y

Variabel Z

 —

: Upah Minimum Regional
: Penyerapan Tenaga Kerja
: Ketimpangan Pendapatan

: Arah Pengaruh

. Teknik Analisis Data

1. Mencari Persamaan Regresi

Teknik

analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis regresi

sederhana (simple regression) berurutan dengan model sebagai berikut :

PTK =0+ B UMR + e
KP =a+BPTK+e

Keterangan :

KP :

(0} .

B

UMR

PTK

Akar kuadrat ketimpangan pendapatan

Koefisien intercept

: Koefisien slop
: Upah minimum regional
: Penyerapan tenaga kerja

: Variabel pengganggu (error)

™ Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Bandung : Alfabeta, 2010), p. 10.
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Untuk memperoleh nilai o dan B dapat dicari dengan menggunakan

rumus berikut” :
_ (E(ER®) - (ERi (@)
nTH? - (TR}

_ nEXIvI— (ZRHEY)
T nEAl - (XL

43

2. Uji Persyaratan Analisis
a. Uji Normalitas
Uji normalitas ditujukan untuk mengetahui apakah dalam model
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi

normal ’®

. Untuk mengujinya, dilakukan dengan mencari nilai Li;wung,
yaitu nilai terbesar dari |F,-S,| untuk kemudian dibandingkan dengan

Liaber pada taraf kesalahan 0,05.

Hipotesis Statistik 1 :

H, : Galat Taksiran Regresi Y atas X berdistribusi normal

H, : Galat Taksiran Regresi Y atas X tidak berdistribusi normal
Hipotesis Statistik 2 :

H, : Galat Taksiran Regresi Z atas Y berdistribusi normal

H, : Galat Taksiran Regresi Z atas Y tidak berdistribusi normal
Kriteria Pengujian :

1) Jika Liitung < Liabel, maka H,, diterima, berarti residual berdistribusi

normal.

75 H
Ibid., p. 262.
" Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19
(Semarang : BP UNDIP, 2011), p. 160.
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2) Jika Lhiwng > Lube, maka H, ditolak, berarti residual tidak

berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas Regresi
Uji linieritas regresi ditujukan untuk mengetahui apakah garis regresi
antara X dan Y serta Y dan Z membentuk garis linear atau tidak.
Adapun rumus-rumus yang digunakan dalam uji linearitas, yaitu’’ :
JK(T) =ET?
JK(A) = {E-_Y}E

IT
o = v - SED

_ [nEXY-(EX)(TV)?
n[nEXE—(ZX)4]
JK(S) = JK(T) — JK(a) — JK&(bla)

K(TO)= > (zre-EF)
JK(G) = JK(S) - JK(TC)

Keterangan :

JK(T) : Jumlah Kuadrat Total

JK(A) : Jumlah Kuadrat koefisien a
JK(bla) :Jumlah Kuadrat regresi (bla)
JK(S) : Jumlah Kuadrat sisa

JK(TC) :Jumlah Kuadrat Tuna Cocok

JK (G)  :Jumlah Kuadrat Galat.

77 Sugiyono, op.cit., p. 265.
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Untuk mempermudah uji linearitas, maka digunakan tabel ANAVA’®

Tabel 111.1
Daftar Analisis Varians (ANAVA)
Regresi Linear Sederhana

Sumber varians | Dk Jk RJIK Fhitung
Total n oy A%
Koefisien (a) 1 JK(a) JK(a)
Regresi (bla) 1 JK(bla) szregZ JK(bla) 2
S reg
2
Sisa n-2 | JK(S) 2= JELE) S sis
S1S - E
Tuna cocok k-2 | JK(TC) 2 JRiTC)
S TC=
k-2 2
S_Zm
Galat n-k | JK(G) 6 IR(&] 56
T n—k

Sumber : Sugiono, Statistika untuk Penelitian, p. 266

Dengan menggunakan rumus tersebut, nilai F= % (Fhitung)

selanjutnya dibandingkan dengan Fi,e; dengan dk pembilang (k-2) dan
dk penyebut (n-k), serta taraf kesalahan 0,057
Hipotesis Statistik 1 :

H,:Y = a+ BX
H, : Y # a+pBX

KriteriaPengujian :
1) Jika Fhiwung < Frabel, maka H, diterima sehingga regresi Y atas X

dinyatakan linear.

8 1bid., p. 266.
? lbid., p. 274.
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2) Jika Fhiung > Fube maka H, ditolak sehingga regresi Y atas X
dinyatakan non-linear.
Hipotesis Statistik 2 :

Ho: Y= a+pX
H, : Y # a+BX

KriteriaPengujian :
1) Jika Fhitung < Fiabe, maka H, diterima sehingga regresi Z atas Y
dinyatakan linear.
2) Jika Fhiwng > Frabe, maka H, ditolak sehingga regresi Z atas Y
dinyatakan non-linear.
3. Uji Hipotesis
a. Uji Keberartian Regresi

Uji keberartian regresi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik

F dengan Tabel ANAVA. Untuk menguji hipotesis nol, digunakan

statisttk F= e (Fhiwng) pada tabel ANAVA dibandingkan dengan

s
Fiubel dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = n-2, serta taraf
kesalahan 0,05 80
Hipotesis statistik 1 :

H, : B> 0 (model regresi tidak berarti atau tidak signifikan)

H, : B <0 (model regresi berarti atau signifikan)

Kriteria pengujian :

% Ibid., p. 273.
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1) Jika Fhiwung < Fiabet, Ho diterima, maka regresi tidak berarti.
2) Jika Fhjwung > Fiavel, Ho ditolak, maka regresi berarti.
Hipotesis statistik 2 :
H, : B <0 ( model regresi tidak berarti atau tidak signifikan)
H, : B> 0 (model regresi berarti model regresi signifikan)
Kriteria pengujian :
1) Jika Fpiwng < Frabel, Ho diterima, maka model regresi tidak berarti.

2) Jika Fhiwung > Fiavel, Ho ditolak, maka model regresi berarti.

b. Penghitungan Koefisien Korelasi

Uji koefisien korelasi ditujukan untuk mengetahui derajat keeratan
antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk
menghitung koefisien korelasi dapat dicari dengan menggunakan

rumus berikut®! :
nEXY — (EXUEY)
(MEX® -(E00%)AEY? - (£1)%)

Adapun pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien

Ly =

korelasi sebagai berikut :

Tabel I11. 2
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi Koefisien Korelasi
Koefisien Korelasi Interpretasi
0,00 - 0,199 Sangat rendah
0,20 -0,399 Rendah
0,40 — 0,599 Sedang

! Ibid., p. 274.
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0,60 — 0,799 Kuat
0,80 — 1,00 Sangat kuat

Sumber : Sugiono, Statistika untuk Penelitian, p. 231

c. Uji Keberartian Koefisien Korelasi

Uji t ditujukan untuk mengetahui apakah koefisien korelasi signifikan
atau tidak. Uji t (thiung) 1ni dapat dicari melalui rumus berikut®? :

-2

thitung= ﬂ;ﬁz

Kemudian thjune tersebut dibandingkan dengan nilai tip dengan
penggunaan taraf signifikansi (o) = 0,05 dan derajat kebebasan = n-2.
Hipotesis statistik 1 :

Ho:p=>0
Hy:p<0

Kriteria pengujian:

1) Jika thiwng > twbel Ho ditolak, maka koefisien korelasi signifikan,
artinya upah minimum regional mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

2) Jika thiung < twbe Ho diterima, maka koefisien korelasi tidak
signifikan, artinya upah minimum regional tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.
Hipotesis statistik 2 :

Ho:p<0

Ha:p>0

Kriteria pengujian :

2 Ibid., p. 230.
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1) Jika tpiung > twbel Ho ditolak, maka koefisien korelasi signifikan,
artinya penyerapan tenaga kerja mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

2) Jika thiwng < twbe Ho diterima, maka koefisien korelasi tidak
signifikan, artinya penyerapan tenaga kerja tidak mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

4. Koefisien Determinasi

Penghitungan koefisien determinasi (Goodness of Fit) atau yang
dinotasikan dengan R’ dilakukan untuk mengukur seberapa jauh
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen® . Nilai
R’ menunjukkan seberapa baik model yang dibuat mendekati fenomena
variabel dependen yang sebenarnya.

Adapun kriteria dari nilai R* ini yaitu; jika R* = 0, hal ini
mengindikasikan variasi dari variabel terikat tidak dapat diterangkan oleh
variabel bebas. Namun jika R* = 1, maka variasi dari variabel terikat dapat
diterangkan oleh variabel bebas. Dengan kata lain, jika R* = 1, hal ini

berarti semua titik observasi berada tepat pada garis regresi.

% Ghozali, op. cit.., p. 97.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data
Penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) variabel, yaitu upah minimum
regional sebagai variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi penyerapan
tenaga kerja (simbol X), penyerapan tenaga kerja sebagai variabel terikat
untuk upah minimum regional dan juga sebagai variabel bebas untuk
ketimpangan pendapatan (simbol Y), serta ketimpangan pendapatan sebagai

variabel terikat untuk penyerapan tenaga kerja (simbol Z).

1. Ketimpangan Pendapatan Sektor Industri
Data ketimpangan pendapatan pada setiap provinsi di Indonesia
merupakan data yang diperoleh dari Indeks Theil dengan komponen data-
data PDRB industri setiap kabupaten provinsi i (Y1), total PDRB industri
provinsi (Y), jumlah tenaga kerja industri setiap kabupaten provinsi i (Pi),
dan jumlah tenaga kerja industri provinsi (P) dalam rentang tahun 2009

hingga 2010 pada formula berikut :

v (y, YJY
T — 1 l 1
2z [Y] Og[Pi/P]

Adapun kondisi ketimpangan pendapatan dari setiap provinsi dapat dilihat

berdasarkan gambar berikut (proses dan hasil pengolahan juga terdapat

pada lampiran 3, hal. 100-105).
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Sumber : Data diolah oleh penulis

Gambar IV.1 Indeks Theil Indonesia

Nilai Indeks Theil setiap provinsi pada gambar tersebut
menunjukkan nilai yang variatif. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian
besar provinsi telah berhasil menurunkan ketimpangan, namun beberapa
lainnya justru mengalami peningkatan nilai ketimpangan. Provinsi-
provinsi ini diantaranya yaitu Riau dan Kepulauan Riau, Lampung,
Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan
Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara.

Variasi angka ketimpangan setiap provinsi ini dilatarbelakangi oleh
potensi masing-masing yang berbeda-beda pula. Nilai ketimpangan yang
lebih rendah mengindikasikan adanya kesenjangan provinsi yang rendah
dan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan rata-

rata ketimpangan setiap provinsi :
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Tabel IV.1

Rata-rata Ketimpangan Setiap Provinsi

Provinsi Rata-rata Rata-rata
Ketimpangan Ketimpangan (%)
1 | Sumatera Utara 0.2096 311 %
2 | Sumatera Barat 0.1380 2.05 %
3 | Riau 0.0989 1.47 %
4 | Kepulauan Riau 0.0392 0.58 %
5 | Jambi 0.1388 2.06 %
6 | Sumatera Selatan 0.1198 1.78 %
7 | Kep. Bangka Belitung 0.2608 3.87 %
8 | Bengkulu 0.2252 3.34 %
9 | Lampung 0.2696 4.00 %
10 | Jawa Barat 0.2784 4.13 %
11 | Banten 0.1975 2.93 %
12 | Jawa Tengah 0.2565 3.80 %
13 | DI Yogyakarta 0.2651 3.93 %
14 | Jawa Timur 0.3892 5.77 %
15 | Bali 0.2657 3.94 %
16 | Kalimantan Barat 0.1307 1.94 %
17 | Kalimantan Tengah 0.2913 4.32 %
18 | Kalimantan Selatan 0.2355 3.49 %
19 | Kalimantan Timur 0.7269 10.78 %
20 | Sulawesi Utara 0.0764 1.13 %
21 | Gorontalo 0.0358 0.53 %
22 | Sulawesi Tengah 0.0622 0.92 %
23 | Sulawesi Selatan 0.2527 3.75 %
24 | Sulawesi Barat 0.5757 8.54 %
25 | Sulawesi Tenggara 0.2309 342 %
26 | NTB 0.0923 1.37 %
27 | NTT 0.3069 4.55%
28 | Maluku 0.3084 4.58 %
29 | Maluku Utara 0.2630 3.90 %
Total 6.7404 100 %

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut, angka ketimpangan yang tertinggi
terjadi pada Provinsi Kalimantan Timur, yakni dengan nilai rata-rata
sebesar 0,7269 (10,78% dari ketimpangan total). Tingginya angka

ketimpangan ini terjadi akibat potensi Provinsi Kalimantan Timur sebagai
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pusat tambang batu bara. Sehingga menjadikan provinsi ini cenderung
lebih kaya dibandingkan provinsi yang lainnya.

Angka ketimpangan tertinggi kedua setelah Provinsi Kalimantan
Timur yaitu Provinsi Sulawesi Barat, yakni dengan nilai rata-rata 0,5757
(8,54% dari ketimpangan total). Secara detail, pada tahun 2009 nilai
ketimpangan yang terbentuk di provinsi ini sebesar 0,4994 dan pada
periode tahun 2010 naik menjadi 0,6520. Dengan kata lain terdapat
peningkatan nilai ketimpangan sebesar (+) 0,1526 atau 30,56%.

Secara geografis, wilayah Sulawesi Barat yang berhadapan
langsung dengan Selat Makassar menjadikan provinsi ini sebagai salah
satu jalur lalu lintas pelayaran nasional dan internasional yang
memberikan nilai tambah yang sangat menguntungkan bagi pembangunan
industri. Kondisi ini juga terlihat dari kontribusi PDRB industri Sulawesi
Barat atas harga konstan yang meningkat 15,11% pada tahun 2010 dari
periode tahun sebelumnya, dengan urutan pertumbuhan ekonomi tertinggi
nasional .

Baiknya kondisi ini juga didukung oleh perencanaan pemerintah
Provinsi Sulbar mengenai pengembangan kawasan industri di sekitar areal

pelabuhan Belang-Belang seluas 3.000 hektare’. Namun, hal ini

kontradiktif dengan kondisi tenaga kerja industri pada tahun 2009 yang

 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Potensi Unggulan Daerah, 2013

(http://www.sulbarprov.go.id/index.php?id=8&tab=27&p=1).

™ M. Faisal Hanapi, Sulbar Siapkan 3.000 Hektare Bangun Kawasan Industri, 2013
(http://www.antaranews.com/berita/384020/sulbar-siapkan-3000-hektare-bangun-kawasan-
industri).


http://www.sulbarprov.go.id/index.php?id=8&tab=27&p=1
http://www.antaranews.com/berita/384020/sulbar-siapkan-3000-hektare-bangun-kawasan-industri
http://www.antaranews.com/berita/384020/sulbar-siapkan-3000-hektare-bangun-kawasan-industri
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sejumlah 31.058 orang dan pada periode 2010 turun menjadi 29.414
orang (5,29%)". Dengan demikian, nilai ketimpangan Provinsi Sulbar
meningkat.

Adapun angka ketimpangan dengan kategori sedang terjadi pada
Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni dengan nilai rata-rata sebesar
0,3069 (4,55% dari ketimpangan total). Pada tahun 2009 nilai
ketimpangan yang terbentuk sebesar 0,3787 dan pada periode tahun 2010
turun menjadi 0,2350. Dengan kata lain terdapat penurunan nilai
ketimpangan sebesar (-) 0,1437 atau 37,95%. Kondisi membaiknya
ketimpangan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini sebagai dampak dari
kontribusi PDRB industri Nusa Tenggara Timur atas dasar harga konstan
yang secara persentase menurun yaitu tahun 2009 sebesar Rp
191.020.000.000,- (1,50% terhadap total PDRB) dan pada periode tahun
2010 sebesar Rp 196.280.000.000,- (1,46% terhadap total PDRB) diiringi
dengan peningkatan persentase tenaga kerja yaitu tahun 2009 sejumlah
134.591 orang (6,23% terhadap total tenaga kerja) dan pada periode tahun
2010 sejumlah 143.972 orang (6,98%)’°. Dengan demikian ukuran
sebaran pendapatan semakin merata.

Pada penglihatan lainnya dari sektor keuangan yang memiliki

kontribusi PDRB yang sebesar 3,66% pada tahun 2009 kemudian naik

> BPS, Statistik Indonesia : Statistical Yearbook of Indonesia 2011 (Jakarta : Badan
Pusat Statistik-Statistics Indonesia, 2011), p. 88.

6 BPS, Produk Domestik Regional Bruto Provinsi-provinsi di Indonesia menurut
Lapangan Usaha 2007-2011 (Jakarta : Badan Pusat Statistik-Statistics Indonesia, 2012), pp. 102-
103.
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menjadi 3,75% pada tahun 2010 dengan kontribusi pekerja pada tahun
2009 yang sebesar 0,60% kemudian turun menjadi 0,47% pada tahun
201077, Jadi, ukuran sebaran pendapatan di Provinsi Nusa Tenggara
Timur menurun pada sektor industri, namun diiringi dengan peningkatan
ketimpangan pada sektor keuangan.

Penurunan persentase PDRB industri ini memperlihatkan bahwa
untuk menjadikan industri pengolahan sebagai motor penggerak
perekonomian Nusa Tenggara Timur masih cukup sulit, salah satunya hal
ini dihadapkan oleh kebutuhan investasi yang relatif tinggi untuk
menggerakkan sektor industri. Layanan proses perizinan investasi yang
lamban serta tuntutan masyarakat terhadap investor yang terlalu
berlebihan juga menjadi kendala dalam pengembangan investasi di
kawasan Nusa Tenggara Timur ini’.

Adapun kondisi ketimpangan yang terendah terjadi pada Provinsi
Gorontalo, yakni dengan nilai rata-rata sebesar 0,0358 (0,53% dari
ketimpangan total). Rendahnya angka ketimpangan provinsi ini
dilatarbelakangi oleh kontribusi PDRB industri Gorontalo atas dasar
harga konstan yang meningkat 5,79% diiringi dengan peningkatan jumlah
tenaga kerja yang lebih besar dari peningkatan PDRB industrinya, yakni
sebesar 8,62%. Dengan demikian ukuran sebaran pendapatan pada

provinsi ini semakin merata.

7 Ibid., pp. 102-103.
7 Yohanes Seo. “103 Investor Asing Tanamkan Modal di NTT”. Tempo. 15 Juli 2013.
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2. Penyerapan Tenaga Kerja

Data tenaga kerja yang digunakan yaitu data penduduk berumur 15
tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu menurut provinsi
dan lapangan pekerjaan utama (yang digunakan yaitu sektor industri).
Data tenaga kerja yang digunakan dalam penelitian diperoleh dari Badan
Pusat Statistik selama periode tahun 2009 hingga tahun 2010 dalam
satuan orang.

Adapun data tenaga kerja yang terserap di sektor industri dari
setiap provinsi dapat dilihat berdasarkan gambar berikut (proses dan hasil

pengolahan juga terdapat pada lampiran 2, hal. 97).
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Gambar IV.2 Penyerapan Tenaga Kerja Industri Indonesia

Data penyerapan tenaga kerja industri setiap provinsi pada gambar
tersebut memperlihatkan bahwa tenaga kerja industri dominan berada di

Pulau Jawa. Dominasi ini disebabkan oleh kondisi Pulau Jawa dengan
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penyediaan infrastruktur dan daya dukung lingkungan yang memadai,
sehingga menarik investor untuk membuka industri di pulau ini
dibandingkan dengan pulau-pulau lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan rata-rata jumlah
tenaga kerja setiap provinsi :

Tabel IV.2

Rata-rata Penyerapan Tenaga Kerja Setiap Provinsi

N ‘ Provinsi Rata-rata PTK Rata-rata PTK (%)

o
1 | Sumatera Utara 477,929 3.82 %
2 | Sumatera Barat 134,686 1.08 %
3 | Riau 122,873 0.98 %
4 | Kepulauan Riau 205,177 1.64 %
5 | Jambi 45,846 0.37 %
6 | Sumatera Selatan 161,775 1.29 %
7 | Kep. Bangka Belitung 25,573 0.20 %
8 | Bengkulu 22,143 0.18 %
9 | Lampung 294,363 235 %
10 | Jawa Barat 3,231,393 25.83 %
11 | Banten 948,820 7.58 %
12 | Jawa Tengah 2,735,983 21.87 %
13 | DI Yogyakarta 242,167 1.94 %
14 | Jawa Timur 2,434,125 19.46 %
15 | Bali 298,721 2.39 %
16 | Kalimantan Barat 88,284 0.71 %
17 | Kalimantan Tengah 32,649 0.26 %
18 | Kalimantan Selatan 121,963 0.97 %
19 | Kalimantan Timur 79,438 0.63 %
20 | Sulawesi Utara 54,071 0.43 %
21 | Gorontalo 33,830 0.27 %
22 | Sulawesi Tengah 41,386 0.33 %
23 | Sulawesi Selatan 206,005 1.65 %
24 | Sulawesi Barat 30,236 0.24 %
25 | Sulawesi Tenggara 51,922 0.42 %
26 | NTB 208,605 1.67 %
27 | NTT 139,282 1.11 %
28 | Maluku 31,964 0.26 %
29 | Maluku Utara 9,208 0.07 %
Total 12,510,411 100 %

Sumber : Data diolah oleh penulis
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Tabel tersebut memperkuat dominasi Pulau Jawa terhadap tenaga
kerja industri, yakni Provinsi Jawa Barat dengan jumlah rata-rata
3.231.393 orang (25,83% dari total tenaga kerja), Provinsi Jawa Tengah
dengan jumlah rata-rata 2.735.983 orang (21,87% dari total tenaga kerja),
dan Provinsi Jawa Timur dengan jumlah rata-rata 2.434.125 orang
(19,46% dari total tenaga kerja).

Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penyerapan tenaga
kerja tertinggi nasional dari tahun ke tahun serta dengan peningkatan
jumlah tenaga kerja yang paling signifikan. Pada tahun 2009 tenaga kerja
industri yang dipekerjakan sejumlah 3.073.499 orang dan pada periode
tahun 2010 naik menjadi 3.389.287 orang. Dengan kata lain terdapat
peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri sebesar (+) 315.788 orang
atau 10,28%.

Penambahan jumlah tenaga kerja industri yang cukup banyak ini
dilatarbelakangi oleh banyaknya aksi promosi berupa bunga murah dan
diskon yang dilakukan oleh dealer serta didukung oleh peran perusahaan
multifinance yang mengucurkan kredit kendaraan bermotor. Kemudahan
akses ini pada akhirnya meningkatkan permintaan masyarakat terhadap
kendaraan baik mobil maupun motor. Dengan dukungan inflasi yang
stabil dan rendahnya suku bunga kredit, hal ini kemudian berdampak pada
peningkatan pertumbuhan subsektor industri mesin, alat angkutan dan

peralatan yang sebelumnnya sebesar 8,69% menjadi 8,86%. Dengan
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demikian, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan juga meningkat untuk
memenuhi permintaan produksi.

Indikasi lain peningkatan kebutuhan tenaga kerja industri Provinsi
Jawa Barat juga terlihat dari semakin meningkatnya pertumbuhan
realisasi investasi PMA dan PMDN dari 68% menjadi 115% pada akhir
tahun 2010 dengan tujuan realisasi terbesar di Kota Bandung (30,38%
dari total realisasi PMA/PMDN Jawa Barat) dan Kabupaten Bekasi
(29,18% dari total realisasi investasi)”.

Dominasi Provinsi Jawa Barat ini kemudian menyebar ke wilayah
daratan Pulau Jawa lainnya, yakni Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi
Jawa Timur. Lokasi yang satu daratan ini kemudian mempermudah akses
transportasi untuk memobilisasi pekerja, kesediaan tenaga listrik yang
memadai, dan potensi pangsa pasar yang besar. Dengan demikian, hal ini
memicu jumlah tenaga kerja yang tinggi.

Adapun jumlah tenaga kerja industri kategori sedang terjadi pada
Provinsi Sumatera Utara, yakni dengan jumlah tenaga kerja rata-rata
477.929 orang (3,82% dari total penyerapan tenaga kerja industri). Pada
tahun 2009 tenaga kerja industri yang dipekerjakan sejumlah 500.851
orang dan pada periode tahun 2010 turun menjadi 455.007 orang. Dengan
kata lain terdapat penurunan jumlah tenaga kerja sektor industri sebesar

(-) 45.844 orang atau 9,15%.

” Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat, 2010

(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1EE56959-A4FF-483D-B4EF-8D82B38F1B24/22411/
KERProvinsiJabarTwIV2010.pdf).


http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1EE56959-A4FF-483D-B4EF-8D82B38F1B24/22411/%20KERProvinsiJabarTwIV2010.pdf
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/1EE56959-A4FF-483D-B4EF-8D82B38F1B24/22411/%20KERProvinsiJabarTwIV2010.pdf
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Penggunaan tenaga kerja industri yang menurun ini terjadi akibat
kondisi investasi yang menurun dari 5,54% di tahun 2009 menjadi 3,07%
di tahun 2010. Indikasi lainnya juga terlihat dari publikasi Badan
Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) mengenai penurunan realisasi
Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 2010 yang hanya mencapai USD
290,63 juta dibandingkan pada tahun 2009 yang sebesar USD 940 juta
dan penurunan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang hanya
mencapai Rp 1,62 triliun pada tahun 2010 sedangkan investasi tahun 2009
sebesar Rp 2,64 triliun®. Penurunan ini juga dilatarbelakangi oleh proses
perizinan usaha yang rumit dan minimnya anggaran promosi tahun 2010
yang hanya sebesar Rp 9 miliar, disamping masih terdapatnya
permasalahan pada infrastruktur, energi dan kepastian hukum®'.

Jumlah penyerapan tenaga kerja yang terendah terjadi pada
Provinsi Maluku Utara, yakni dengan jumlah tenaga kerja rata-rata
sebesar 9.208 orang (0,07% dari penyerapan tenaga kerja industri total).
Rendahnya jumlah penyerapan tenaga kerja dengan kontribusi PDRB
industri yang tinggi mengindikasikan tingginya industri capital intensive
di provinsi ini. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh kondisi geografi provinsi

ini yang berupa kepulauan, sehingga mempersulit mobilisasi pekerja.

% Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Sumatera Utara, 2010
(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E4C74954-6 A69-4FFE-975B-CFC951A9221A/22406/
KERSumutTriwulanIV2010.pdf).

8! Ribut Antara, Tren Investasi di Sumut Turun, 2011 (http:/jambi.tribunnews.com/2011/
01/23/tren-investasi-di-sumut-turun).


http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E4C74954-6A69-4FFE-975B-CFC951A9221A/22406/%20KERSumutTriwulanIV2010.pdf
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E4C74954-6A69-4FFE-975B-CFC951A9221A/22406/%20KERSumutTriwulanIV2010.pdf
http://jambi.tribunnews.com/2011/%2001/23/tren-investasi-di-sumut-turun
http://jambi.tribunnews.com/2011/%2001/23/tren-investasi-di-sumut-turun
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3. Upah Minimum Regional

Data upah minimum yang digunakan yaitu data upah minimum riil
per bulan dari setiap provinsi di Indonesia. Data upah minimum riil ini
dipilih agar terlihat kondisi nyata dari upah minimum nominal yang selalu
meningkat setiap tahun. Sehingga penggunaan data riil ini lebih
menggambarkan kondisi kesejahteraan pekerja. Data upah yang
digunakan dalam penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistik selama
periode tahun 2009 hingga tahun 2010 dalam satuan rupiah (Rp).

Adapun data upah minimum riil dari setiap provinsi dapat dilihat
berdasarkan gambar berikut (proses dan hasil pengolahan juga terdapat

pada lampiran 1, hal. 94).

900,000 -
800,000
700,000 -
600,000 -
500,000 -{
400,000 -
300,000 -
200,000 -
100,000 T
O_.
3 W S oo c == >
CPERRIe8 gecSCRBSEE SSRGS 2EERBERS2E
m;‘—;-ﬂc-—gpzxzaummEmLm“EmHmuthE:;S
s 8 g mE2wmwaflccl = S c®m S8 ccm R =S8
2 c > o g € € & o = D gL F2 507 o= g
ce 8 8338 iy s08cgstdriees
[ © - o c S o D 5 F ©
g £ C3 5 228 £3§£:%°¢%z2,8% 3
@ ®© =} U o o T 2 2 o ® 2 T @ a0 ap ©
EE 8 x & 2a cc gl z2gc2 3
5 > Q mﬂ) .gmmgj Eﬁggww
a a ~ gcn S EEzZV 23 R
s ¥ T 5 ¥ 2388
o ¥ S
4 z z
O UMRriil '09
B UMRriil '10

Sumber : Data diolah oleh penulis

Gambar IV.3 Upah Minimum Riil Indonesia

Data upah minimum riil setiap provinsi pada gambar tersebut
sebagian besar menunjukkan kenaikan, namun terdapat beberapa provinsi

yang justru mengalami penurunan upah riil. Provinsi-provinsi ini yaitu
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Kepulauan Riau, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi
Barat. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut merupakan rata-rata upah

minimum riil setiap provinsi :

Tabel IV.3
Rata-rata Upah Minimum Riil Setiap Provinsi

Rata-rata Upah Rata-rata Upah

0 Provinsi Minimum Riil  Minimum Riil (%)
1 | Sumatera Utara 792,274.31
2 | Sumatera Barat 771,073.43 3.78 %
3 | Riau 811,878.32 3.98 %
4 | Kepulauan Riau 770,088.86 3.78 %
5 | Jambi 719,765.39 3.53 %
6 | Sumatera Selatan 742,016.69 3.64 %
7 | Kep. Bangka Belitung 745,632.36 3.66 %
8 | Bengkulu 641,907.73 3.15%
9 | Lampung 617,615.33 3.03 %
10 | Jawa Barat 550,630.90 2.70 %
11 | Banten 793,697.94 3.89 %
12 | Jawa Tengah 522,756.85 2.56 %
13 | DI Yogyakarta 612,513.37 3.00 %
14 | Jawa Timur 508,182.43 2.49 %
15 | Bali 673,160.13 3.30 %
16 | Kalimantan Barat 730,078.68 3.58 %
17 | Kalimantan Tengah 645,828.48 3.17%
18 | Kalimantan Selatan 612,746.34 3.00 %
19 | Kalimantan Timur 787,328.37 3.86 %
20 | Sulawesi Utara 827,736.46 4.06 %
21 | Gorontalo 829,302.28 4.07 %
22 | Sulawesi Tengah 817,391.57 4.01 %
23 | Sulawesi Selatan 586,891.90 2.88 %
24 | Sulawesi Barat 634,354.32 3.11 %
25 | Sulawesi Tenggara 806,742.26 3.96 %
26 | NTB 785,588.74 3.85%
27 | NTT 690,190.62 3.38%
28 | Maluku 684,096.55 335%
29 | Maluku Utara 684,816.81 3.36 %
Total 20,396,287.34 100 %

Sumber : Data diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut, upah minimum riil tertinggi terdapat di
Provinsi Gorontalo, yakni dengan nilai upah rata-rata sebesar
Rp 829.302,28 (4,07% dari upah minimum riil total). Membaiknya

kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo ini mengindikasikan laju inflasi
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yang terkontrol diiringi dengan persentase upah secara nominal yang
relatif tinggi, yakni sebesar 5,19% menyebabkan upah pekerja secara riil
meningkat.

Adapun upah minimum riil kategori sedang terjadi pada Provinsi
Kepulauan Riau, yakni dengan upah minimum riil rata-rata yang sejumlah
Rp 770.088,86 (3,78% dari upah minimum riil total). Pada tahun 2009
nilai upah minimum riil provinsi ini sebesar Rp 775.443,14 dan pada
periode tahun 2010 turun menjadi Rp 764.734,58. Dengan kata lain
terdapat penurunan upah minimum sebesar (-) Rp 10.708,57 atau 1,38%.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu daerah di Indonesia
yang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap perdagangan luar
negeri (ekspor-impor) yang berasal dari proses produksi sektor industri.
Hal ini membuat Provinsi Kepulauan Riau cukup sensitif terhadap
dinamika perekonomian global. Adanya krisis keuangan global pada
tahun 2008, berimbas pada terganggunya transaksi ekspor tersebut.

Pada kondisi tersebut, melemahnya daya beli global dan resesi
yang dihadapi beberapa mitra dagang utama seperti Singapura, Jepang
dan AS mengakibatkan utilisasi produksi sebagian perusahaan manufaktur

menurun sekitar 30%-50%". Namun penurunan ini perlahan kembali

2 Bank Indonesia, Perkembangan Ekonomi  Makro  Regional, 2009
(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E214E05A-0970-432B-A03F-32C0CC467A4E/16542/
KajianEkonomiRegional ProvinsiKepulauanRiauTriwulan.pdf).


http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E214E05A-0970-432B-A03F-32C0CC467A4E/16542/%20KajianEkonomiRegionalProvinsiKepulauanRiauTriwulan.pdf
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E214E05A-0970-432B-A03F-32C0CC467A4E/16542/%20KajianEkonomiRegionalProvinsiKepulauanRiauTriwulan.pdf
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normal pada tahun 2010 yang terlihat dari pertumbuhan ekonominya yang
naik menjadi 7,21% sedangkan pada tahun 2009 hanya 4,50%"°.

Penglihatan dari sisi inflasi, membaiknya kondisi perekonomian
Kepulauan Riau serta pulihnya daya beli masyarakat mendorong
pergerakan berbagai sektor ekonomi. Tingkat inflasi terus meningkat dari
1,80% pada tahun 2009 hingga 7,17% pada tahun 2010*. Persentase
inflasi yang meningkat (5,37%) diiringi dengan persentase peningkatan
upah secara nominal yang relatif lebih rendah, yakni hanya sebesar 3,7%
menyebabkan upah pekerja secara riil menurun.

Kondisi upah minimum riil kategori sedang juga terjadi pada
Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dengan upah minimum riil rata-rata
yang sejumlah Rp 645.828,48 (3,17% dari upah minimum riil total). Pada
tahun 2009 nilai upah minimum riil provinsi ini sebesar Rp 759.003,23
dan pada periode tahun 2010 naik menjadi Rp 815.653,50. Dengan kata
lain terdapat peningkatan upah minimum sebesar (+) Rp 56.650,27 atau
6,95%.

Kondisi membaiknya upah minimum riil Provinsi Kalimantan
Tengah ini dipengaruhi oleh peningkatan sektor dominan yaitu sektor
pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR). Kondisi ini
mendukung peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan yang naik

menjadi 0,53% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar 0,39%.

%3 BPS Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Riau dalam Angka 2011 (Tanjung Pinang :
Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau, 2011), p. 456.
¥ Ibid., p. 67.
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Peningkatan ini terjadi pada sub sektor industri pengolahan makanan dan
industri barang kayu dan hasil hutan lainnya. Selain itu, indikasi lainnya
juga terlihat dari tingginya kapasitas produksi di sub sektor industri
makanan, minuman dan tembakau yang mencapai 77,5%" .

Membaiknya kondisi perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah
ini juga didukung oleh laju inflasi yang terkontrol yakni sebesar pada
2,07% tahun 2009 dan 9,14% pada tahun 2010. Dengan demikian,
persentase inflasi yang meningkat (7,07%) diiringi dengan persentase
peningkatan upah secara nominal yang relatif tinggi, yakni sebesar 13%
menyebabkan upah pekerja secara riil meningkat.

Upah minimum riil yang terendah terjadi pada Provinsi Jawa
Timur, yakni dengan upah minimum riil rata-rata sebesar Rp 508.182,43
(2,49% dari upah minimum riil total). Memburuknya kondisi
perekonomian Provinsi Jawa Timur ini mengindikasikan laju inflasi yang
relatif lebih tinggi dibandingkan dengan persentase kenaikan upah secara
nominalnya, yakni sebesar 10,53% sehingga menyebabkan upah pekerja

secara riil menurun.

B. Pengujian Hipotesis
Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) provinsi yang di drop secara

cross section akibat nilai variasinya yang terlalu tinggi dibandingkan dengan

% Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Kalimantan Tengah, 2010
(http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E7TDA6400-257C-4F19-9C68-CE088E9A6FA4/22210/
KERProvinsiKalimantanTengahTwIV2010.pdf).


http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E7DA6400-257C-4F19-9C68-CE088E9A6FA4/22210/%20KERProvinsiKalimantanTengahTwIV2010.pdf
http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E7DA6400-257C-4F19-9C68-CE088E9A6FA4/22210/%20KERProvinsiKalimantanTengahTwIV2010.pdf
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data rata-rata. Provinsi-provinsi ini yaitu Aceh, DKI Jakarta, Papua dan Papua
Barat. Dengan demikian, jumlah data keseluruhan menjadi 58 data analisis.

UMP Aceh pada tahun 2009 merupakan UMP tertinggi di Indonesia,
hal ini dilatarbelakangi oleh kondisi Aceh pasca tsunami menyebabkan laju
inflasi Aceh relatif tinggi. Meskipun proyek rehabilitasi dan rekonstruksi
pasca tsunami telah berakhir pada tahun 2009, namun harga barang/jasa di
Aceh sulit untuk turun. Sehingga hal ini berimbas pada tingginya kebutuhan
hidup yang tercermin pada Kebutuhan Hidup Layak di provinsi tersebut®.
Dengan demikian, upah yang ditetapkan pada tahun 2009 juga tinggi
mengikuti kondisi wilayah.

Provinsi lainnya yang juga di drop dalam penelitian ini yaitu DKI
Jakarta. Upah DKI Jakarta sebagai barometer perekonomian nasional,
memiliki karakteristik ekonomi yang relatif berbeda dibandingkan daerah
lainnya. Tingginya peran konsumsi di DKI didukung oleh tingginya jumlah
penduduk yang berpenghasilan menengah ke atas, bahkan 74% dari total
penduduk Jakarta memiliki penghasilan diatas Rp 3.000.000,- (tiga juta
rupiah)®’. Dengan demikian, upah yang ditetapkan juga cenderung tinggi.

Provinsi Papua dan Papua Barat juga di drop dalam penelitian ini.
Kondisi cuaca dan kurang lancarnya distribusi barang/jasa akibat akses yang

jauh dari pemasok berdampak pada peningkatan inflasi yang tinggi pada

% Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Aceh, 2009 (http:/storage.jak-
stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/INBOKS3UMPAceh.pdf).

¥ Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi DKI Jakarta, 2009
(http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/BoxIPotensiKerentananEkonomiDKI
JakartaMenghadapiKr.pdf).


http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/INBOKS3UMPAceh.pdf
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/INBOKS3UMPAceh.pdf
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/BoxIPotensiKerentananEkonomiDKI%20JakartaMenghadapiKr.pdf
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/BoxIPotensiKerentananEkonomiDKI%20JakartaMenghadapiKr.pdf
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provinsi tersebut®®. Dengan demikian, upah yang ditetapkan untuk kedua
provinsi ini juga cenderung tinggi. Setelah 4 (empat) provinsi ini di drop dari

penelitian, kemudian dilakukan analisis data sebagai berikut :

1. Mencari Persamaan Regresi

Pembentukan persamaan regresi ditujukan untuk mengetahui
bentuk hubungan fungsional yang terjadi antara variabel X dan Y serta Y
dan Z, berdasar atas data publikasi BPS yang digunakan dalam penelitian.
Adapun hubungan fungsional antara variabel X dan Y dituliskan dalam
persamaan regresi sederhana PTK = a + f UMR+ e, sedangkan hubungan
fungsional antara variabel Y dan Z dituliskan dalam persamaan regresi
KP=a+ B PTK +e.

Berdasarkan hasil analisis antara variabel bebas (X) yaitu upah
minimum regional dan variabel terikat (Y) yaitu penyerapan tenaga kerja,
diperoleh persamaan regresi Y = 3.946.542,979 — 4,998X, dengan nilai o
sebesar 3.946.542,979 dan koefisien arah regresi (koefisien ) sebesar
-4,998. Sedangkan hasil analisis variabel bebas (Y) yaitu penyerapan
tenaga kerja dan variabel terikat (Z) yaitu ketimpangan pendapatan
diperoleh persamaan regresi [ = 0,389 + 0,0000001605Y, dengan nilai o
sebesar 0,389 dan koefisien slop sebesar 0,0000001605 (proses

perhitungan terdapat pada lampiran 5 dan 11, hal. 107 dan 120).

% Bank Indonesia, Kajian Ekonomi Regional Provinsi Papua dan Papua Barat, 2009
(http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/KERProvinsiPapuadanProvinsiPapua
BaratTriwulanI2010.pdf).


http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/KERProvinsiPapuadanProvinsiPapua%20BaratTriwulanI2010.pdf
http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/BankIndonesia/KERProvinsiPapuadanProvinsiPapua%20BaratTriwulanI2010.pdf
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Adapun nilai koefisien B masing-masing menunjukkan perubahan
rata-rata yang dialami variabel terikat Y (penyerapan tenaga kerja) akibat
perubahan variabel bebas X (upah minimum regional) dan perubahan
rata-rata variabel Z (ketimpangan pendapatan) akibat perubahan variabel

bebas Y (penyerapan tenaga kerja).

2. Uji Persyaratan Analisis
a) Uji Normalitas

Uji normalitas ditujukan untuk mengetahui apakah galat taksiran
regresi Y atas X dan Z atas Y berdistribusi normal atau tidak.
Pengujian dilakukan melalui Uji Liliefors (Lpiwung), yaitu nilai terbesar
dari |F,-S,| pada 58 data analisis kemudian dibandingkan dengan Ly
serta taraf kesalahan (o = 0,05).

Berdasarkan kriteria Lpjung < Luabet, hasil perhitungan Uji
Liliefors menyimpulkan galat taksiran regresi Y atas X serta Z atas Y
berdistribusi normal. Hal tersebut dibuktikan melalui Lpjung untuk
taksiran Y atas X yang sebesar 0,1083 dan Liwne untuk taksiran Z atas
Y yang sebesar 0,1123 sedangkan Liype keduanya sebesar 0,1163
(proses perhitungan terdapat pada lampiran 6 dan 12, hal. 111 dan

124). Komparasi keduanya divisualisasikan dalam tabel berikut :



b)
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Tabel IV 4
Hasil Uji Normalitas Galat Taksiran

Galat Lhitung Liaber Keputusan Keterangan

Taksiran
Y atas X 0,1083 |0,1163 Terima Hy | Distribusi Normal

Zatas' Y 0,1123 |0,1163 Terima Hy | Distribusi Normal

Sumber : Data diolah oleh penulis

Uji Linearitas Regresi

Uji linieritas regresi ditujukan untuk mengetahui apakah garis regresi
Y atas X dan Z atas Y membentuk garis linear atau tidak. Pengujian

dilakukan  dengan  menggunakan  Tabel = ANAVA, yaitu

membandingkan nilai F = % (Fhitung) dengan Fipe pada dk pembilang

(k-2) dan dk penyebut (n-k), serta taraf kesalahan 0,05.

Berdasarkan kriteria Fhiung < Fubel, hasil perhitungan
menyimpulkan regresi Y atas X dan Z atas Y dinyatakan linear. Hal
tersebut dibuktikan melalui Fpiune regresi Y atas X yang sebesar
0,00011 dan Fhiwng regresi Z atas Y yang sebesar 0,0020 sedangkan
Fraber sebesar 8,58. (proses perhitungan terdapat pada lampiran 7 dan

13, hal. 114 dan 127). Hal ini divisualisasikan melalui tabel berikut :
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Tabel IV.5

Hasil Uji Linearitas Regresi

Regresi Fhitung Fiabel ‘ Keputusan Keterangan
Y atas X | 0,00011 8,58 Terima Hy Linear

Zatas'Y 0,00200 8,58 Terima Hy Linear

Sumber : Data diolah oleh penulis
3. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis yang diajukan adalah “Terdapat Pengaruh
Negatif Upah Minimum Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja”,
serta “Terdapat Pengaruh Positif Penyerapan Tenaga Kerja terhadap
Ketimpangan Pendapatan”. Berpengaruh negatif artinya penambahan nilai
pada variabel independen akan mengurangi nilai variabel dependen,
sedangkan pengaruh positif artinya penambahan nilai pada variabel
independen akan menambah nilai variabel dependen. Hipotesis ini diuji

melalui teknik analisis regresi dan korelasi berikut :

a) Uji Keberartian Regresi
Uji keberartian regresi ditujukan untuk mengetahui apakah model
regresi Y atas X serta Z atas Y yang diperoleh dari hasil penelitian
dapat digunakan (signifikan) atau tidak untuk menarik kesimpulan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan Tabel ANAVA, yaitu

membandingkan nilai F = Breg (Fhiwng) dengan Fiapel pada dk pembilang
L

= 1 dan dk penyebut = n-2, serta taraf kesalahan 0,05.
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Berdasarkan kriteria Fhiung >  Fuabel, hasil perhitungan
menyimpulkan model regresi Y atas X (Y = 3.946.542,979 — 4,998X)
serta Z atas Y (L = 0,389 + 0,0000001605Y) dinyatakan berarti atau
signifikan. Hal tersebut dibuktikan melalui Fpiwne untuk model regresi
Y atas X yang sebesar 26,88 dan Fpiwng untuk model regresi Z atas Y
yang sebesar 19,02 sedangkan nilai Fipe keduanya sebesar 4,02
(proses perhitungan terdapat pada pada lampiran 7 dan 13, hal. 114
dan 127). Komparasi keduanya divisualisasikan dalam tabel berikut :

Tabel IV.6
Hasil Uji Keberartian Regresi

Regresi Fhitung ‘ Fiuba  Keputusan Keterangan
Y atas X 26,88 4,02 Tolak Hy | Berarti/Signifikan

Zatas' Y 19,02 4,02 Tolak Hg Berarti/Signifikan

Sumber : Data diolah oleh penulis

Penghitungan Koefisien Korelasi

Perhitungan koefisien korelasi ditujukan untuk mengetahui derajat
keeratan antara variabel independen dengan variabel dependen.
Melalui koefisien korelasi Product Moment dari Pearson, diperoleh
nilai koefisien korelasi variabel X terhadap Y (ryy) sebesar -0,57 atau
pengaruh negatif yang sedang dan koefisien korelasi variabel Y
terhadap Z (ry,) sebesar 0,51 atau pengaruh positif yang sedang

(lampiran 8 dan 14, hal. 117 dan 130).
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¢) Uji Keberartian Koefisien Korelasi
Uji keberartian koefisien korelasi ditujukan untuk mengetahui
keberartian pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
Pengujian dilakukan dengan memasukkan hasil Product Moment dari
Pearson ke dalam uji t (thiung), kemudian dibandingkan dengan nilai
tbel pada dk = n-2 serta taraf kesalahan 0,05.

Berdasarkan kriteria  thiung > tuwbel, hasil perhitungan
menyimpulkan koefisien korelasi dinyatakan signifikan. Hal tersebut
dibuktikan melalui tpiung untuk model regresi Y atas X yang sebesar
5,18 dan tpiung untuk model regresi Z atas Y yang sebesar 4,41
sedangkan type keduanya sebesar 1,67 (proses perhitungan terdapat
pada lampiran 9 dan 15, hal. 118 dan 131). Komparasi keduanya
divisualisasikan melalui tabel berikut :

Tabel IV.7

Hasil Uji Keberartian Koefisien Korelasi

Regresi thitung ‘ tiabel Keputusan Keterangan
Y atas X 5,18 1,67 Tolak Hy | Berarti/Signifikan
Z atas Y 4.41 1,67 Tolak Hy Berarti/Signifikan

Sumber : Data diolah oleh penulis
4. Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi yang dinotasikan dengan R* menghasilkan
nilai sebesar 0,3243 dari model regresi X terhadap Y, artinya 32,43%
variasi penyerapan tenaga kerja dapat diterangkan oleh upah minimum

regional. Sedangkan model regresi Y terhadap Z menghasilkan nilai R’
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sebesar 0,2578, artinya 25,78% variasi ketimpangan pendapatan dapat
diterangkan oleh penyerapan tenaga kerja (lampiran 10 dan 16, hal. 119

dan 132).

C. Pembahasan
1. Upah Minimum Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum
regional berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja secara
signifikan. Dari persamaan regresi yang terbentuk yaitu Y =
3.946.542,979 — 4,998X, hal ini berarti jumlah penyerapan tenaga kerja
sektor industri sebesar 3.946.542,979 orang ketika nilai upah minimum
regional seminim atau serendah mungkin, dan setiap kenaikan 1 juta
rupiah (Rp1.000.000,-) upah minimum regional akan mengurangi
penyerapan tenaga kerja pada sektor industri sejumlah 4,998 juta orang.
Implementasi upah minimum regional ditujukan untuk menahan
pekerja jatuh di bawah garis kemiskinan. Bagi pihak pekerja, upah
merupakan pemasukan utama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Namun bagi pihak pengusaha, adanya upah minimum diatas upah
equilibrium sama artinya dengan penambahan beban perusahaan.
Semakin tinggi upah yang harus dibayarkan kepada pegawainya, maka
akan semakin mengurangi profit yang diterima pengusaha tersebut.
Sebuah perusahaan kompetitif yang memaksimalkan laba akan

merekrut tenaga kerja hanya sampai pada suatu titik dimana nilai produk
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marjinal tenaga kerja sama dengan upah. Dengan kata lain, pihak
perusahaan hanya bersedia mempekerjakan sejumlah tenaga kerja sampai
pada suatu batas tertentu, agar badan usaha yang dikelolanya mencapai
laba optimum maka tenaga kerja yang dipekerjakan juga dibatasi.

Hubungan negatif upah minimum regional terhadap penyerapan
tenaga kerja ini juga terlihat dari komparasi upah nominal yang lebih
rendah di Pulau Jawa dengan jumlah tenaga kerja yang sangat
mendominasi, sedangkan upah di luar Pulau Jawa yang lebih tinggi
dengan jumlah tenaga kerja yang minim.

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang telah dipaparkan
diterima, sesuai dengan teori Tjiptoherijanto yang menyatakan bahwa
adanya upah minimum akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang
dipekerjakan dan teori permintaan tenaga kerja Mankiw yang
menyatakan bahwa setiap perusahaan mengikuti aturan maksimalisasi
laba dalam proses perekrutan pekerja.

Selain itu, penelitian ini juga sesuai dengan penelitian Eka Putra
(2012) yang memberikan kesimpulan penelitian bahwa upah memiliki
pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan Rini Sulistiawati (2012)
yang memberikan kesimpulan bahwa upah minimum mempengaruhi
secara negatif terhadap penyerapan tenaga kerja.

Signifikansi hasil penelitian ini terlihat dari nilai Fpiung yang lebih

besar dari Fipe pada uji keberartian regresi (26,88 > 4,02) dan nilai thiwng
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yang lebih besar dari type (5,18 > 1,67). Adapun keeratan hubungan
antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja sebesar -0,57
mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang sedang antar variabel,
artinya 32,43% variasi penyerapan tenaga kerja dapat diterangkan oleh

variabel upah minimum regional.

. Penyerapan Tenaga Kerja terhadap Ketimpangan Pendapatan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penyerapan tenaga
kerja berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan secara
signifikan. Dari persamaan regresi yang terbentuk yaitu [J = 0,389 +
0,0000001605Y, hal ini berarti nilai ketimpangan pendapatan sebesar
0,389 poin ketika jumlah tenaga kerja seminim mungkin, dan setiap
penambahan 1 juta orang pekerja industri akan menambah indeks
ketimpangan pendapatan sebesar 0,0000001605 juta poin.

Berawal dari pertumbuhan yang muncul di berbagai daerah pada
waktu yang tidak sama, terdapat tempat yang disebut pusat pertumbuhan
(pole of growth) yang dalam hal ini yaitu Pulau Jawa. Pada gilirannya
pembangunan dalam bentuk penambahan tenaga kerja yang cenderung
terjadi di Pulau Jawa tersebut akan menghambat daerah lain di luar Pulau
Jawa untuk mengoptimalkan potensi wilayahnya. Oleh karena itu, trickle
down effects yang diharapkan tidak terjadi, yang terjadi justru proses
pengkutuban (polarization effects) terhadap Pulau jawa. Dengan

demikian, peningkatan jumlah tenaga kerja dalam upaya pembangunan
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ekonomi pada NSB akan berdampak pada penambahan angka
ketimpangan karena penambahan ini cenderung terjadi pada wilayah
pusat pertumbuhan. Berkenaan dengan polarization effects ini

divisualisasikan melalui diagram berikut :

Maluku & Nusa Tenggara
0.93%

Sumatera O Sumatera
5.09%

Sulawesi

5.74% B Jawa & Bali

O Kalimantan

Jawa & Bali O Sulawesi
8.44%

Kalimantan
7.18%

B Maluku & Nusa
Tenggara

Sumber : Data diolah oleh penulis
Gambar IV .4 Persentase Penambahan Tenaga Kerja

Industri Indonesia

Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang telah dipaparkan
diterima, sesuai dengan teori Tambunan yang mengatakan bahwa
pembangunan di NSB (yang dalam hal ini penambahan jumlah tenaga
kerja) akan meningkatkan kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan
teori Hirschman yang menyatakan jika perkembangan suatu daerah
menyebabkan perbedaan yang semakin jauh dengan daerah lainnya,
berarti telah terjadi proses pengkutuban (polarization effects).

Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hipotesis
yang telah dipaparkan diterima, sesuai dengan penelitian Suhartono
(2011) yang memberikan kesimpulan bahwa perubahan penyerapan

tenaga kerja memberikan kontribusi terhadap nilai ketimpangan dan Lutfi
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Muta’ali (2011) yang memberikan kesimpulan bahwa tenaga kerja
memiliki pengaruh yang signifikan dan bernilai positif terhadap tingkat
ketimpangan wilayah.

Signifikansi hasil penelitian ini terlihat dari nilai Fpiung yang lebih
besar dari Fibe pada uji keberartian regresi (19,46 > 4,02) dan nilai thiwung
yang lebih besar dari tuver (4,41 > 1,67). Adapun keeratan hubungan
penyerapan tenaga kerja dan ketimpangan pendapatan yang sebesar 0,51
mengindikasikan bahwa terdapat hubungan yang sedang antar variabel,
artinya 25,78% variasi ketimpangan pendapatan dapat diterangkan oleh

variabel penyerapan tenaga kerja.

Pada penelitian ini, peneliti menyadari bahwa tidak sepenuhnya hasil

penelitian sampai pada tingkat kebenaran mutlak. Masih terdapat keterbatasan

dan kekurangan dari penelitian ini, antara lain :

1))

2)

Jumlah data time series yang digunakan hanya berada pada range 2009
hingga 2010. Karena pada tahun-tahun sebelumnya, data per kabupaten
yang tersedia tidak memadai untuk dihitung dalam perhitungan indeks
Theil.

Hasil penelitian yang dibawah 50% mengindikasikan masih terdapat
variabel lainnya yang lebih mampu menerangkan ketimpangan

pendapatan.
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3) Penelitian ini hanya membahas sektor industri secara keseluruhan, tidak
mengklasifikasikan secara detail per sub sektor atau ukuran besar dan

kecilnya industri.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada beberapa bab sebelumnya yang telah dijabarkan pada

hasil penelitian, maka dapat diampil kesimpulan bahwa :

1)

2)

Upah minimum regional memiliki pengaruh negatif dan signifikan
terhadap penyerapan tenaga kerja sektor industri pada tahun 2009 hingga
tahun 2010.

Penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap
ketimpangan pendapatan sektor industri pada tahun 2009 hingga tahun

2010.

B. Implikasi

1)

2)

Hasil penelitian upah minimum regional memiliki pengaruh yang negatif
terhadap penyerapan tenaga kerja. Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu
hendaknya besaran upah minimum yang ditetapkan disesuaikan dengan
kemampuan perusahaan agar menstimulasi para investor untuk membuka
lapangan pekerjaan yang baru.

Hasil penelitian penyerapan tenaga kerja memiliki pengaruh yang positif
terhadap ketimpangan pendapatan. Implikasi dari hasil penelitian ini yaitu

hendaknya penambahan tenaga kerja tidak hanya pada satu wilayah saja,

87
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namun penambahannya disebar ke berbagai provinsi lainnya agar angka

ketimpangan pendapatan perkapita semakin menurun.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang telah dikemukakan, maka

peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1)

2)

Untuk menurunkan ketimpangan, yang hendaknya dilakukan yaitu :

a) Penambahan lapangan pekerjaan. Hal ini dapat dilakukan melalui
regulasi investasi yang tidak berbelit dan melengkapi infrastruktur luar
Pulau Jawa, sehingga mengundang investor untuk membuka lapangan
pekerjaan yang baru di luar Pulau Jawa

b) Bagi investor hendaknya lebih melihat peluang bisnis di luar Pulau
Jawa agar potensi wilayah selain Pulau Jawa juga optimal.

Untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja, yang hendaknya dilakukan

yaitu :

a) Bagi pemerintah hendaknya lebih mempertimbangkan kenaikan upah
minimum dengan kemampuan perusahaan, agar kenaikan upah tersebut
tidak berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja yang terlalu
besar.

b) Peningkatan skill pekerja melalui penyelesaian pendidikan formal yang
lebih tinggi atau pendidikan tambahan seperti kursus-kursus lainnya
agar kenaikan upah sesuai dengan kontribusi pekerja terhadap

perusahaan.
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Perhitungan Upah Minimum Riil

Lampiran 1

Provinsi (N) UMR 09/10 | THK 09/10 UMR Ruiil
(Rp) X (jan-des) 09/10 (Rp) X

Sumatera Utara 905,000 113.78 786,744.44
Sumatera Barat 880,000 114.02 765,011.17
Riau 901,600 114.27 783,788.72
Kepulauan Riau 892,000 113.92 775,443.14
Jambi 800,000 113.97 695,464.70
Sumatera Selatan 824,730 114.10 716,963.25
Kep. Bangka Belitung 850,000 114.61 738,931.24
Bengkulu 735,000 115.25 638,958.19
Lampung 691,000 116.46 600,707.64
Jawa Barat 628,191 116.68 546,105.83
Banten 917,500 116.65 797,611.08
Jawa Tengah 575,000 117.03 499,865.25
DI Yogyakarta 700,000 608,531.61
Jawa Timur 570,000 115.06 495,518.60
Bali 760,000 660,691.47
NTB 832,500 1.15 723,717.95
NTT 725,000 630,264.89
Kalimantan Barat 705,000 612,878.27
Kalimantan Tengah 873,089 759,003.23
Kalimantan Selatan 930,000 808,477.71
Kalimantan Timur 955,000 830,210.99
Sulawesi Utara 929,500 808,043.05
Gorontalo 675,000 586,798.34
Sulawesi Tengah 720,000 625,918.23
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Sulawesi Selatan 905,000 786,744.44
Sulawesi Barat 909,400 790,569.50
Sulawesi Tenggara 770,000 669,384.77
Maluku 775,000 673,731.43
Maluku Utara 770,000 669,384.77
Sumatera Utara 965,000 118.01 797,804.18
Sumatera Barat 940,000 118.36 777,135.68
Riau 1,016,000 118.19 839,967.92
Kepulauan Riau 925,000 118.37 764,734.58
Jambi 900,000 118.71 744,066.07
Sumatera Selatan 927,825 119.86 767,070.12
Kep. Bangka Belitung 910,000 121.74 752,333.47
Bengkulu 780,000 122.67 644,857.26
Lampung 767,500 123.21 634,523.01
Jawa Barat 671,500 123.29 555,155.96
Banten 955,300 124.03 789,784.80
Jawa Tengah 660,000 125.17 545,648.45
DI Yogyakarta 745,694 616,495.12
Jawa Timur 630,000 120.97 520,846.25
Bali 829,316 685,628.78
NTB 890,775 1.21 736,439.40
NTT 800,000 661,392.06
Kalimantan Barat 741,000 612,614.40
Kalimantan Tengah 986,590 815,653.50
Kalimantan Selatan 1,024,500 846,995.21
Kalimantan Timur 1,002,000 828,393.56
Sulawesi Utara 1,000,000 826,740.08
Gorontalo 710,000 586,985.46
Sulawesi Tengah 777,500 642,790.41
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Sulawesi Selatan 1,000,000 826,740.08
Sulawesi Barat 944,200 780,607.98
Sulawesi Tenggara 860,000 710,996.47
Maluku 840,000 694,461.67
Maluku Utara 847,000 700,248.85
Y 48,151,210 40,792,574.71
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Lampiran 2

Data Mentah Variabel X dan Y

Provinsi (N) UMR Riil 09/10 PTK 09/10
(Rp) X (orang) Y
Sumatera Utara 786,744.44 500,851
Sumatera Barat 765,011.17 131,060
Riau 783,788.72 118,902
Kepulauan Riau 775,443.14 157,600
Jambi 695,464.70 41,675
Sumatera Selatan 716,963.25 155,836
Kep. Bangka Belitung 738,931.24 25,017
Bengkulu 638,958.19 23,724
Lampung 600,707.64 298,739
Jawa Barat 546,105.83 3,073,499
Banten 797,611.08 843,718
Jawa Tengah 499,865.25 2,656,673
DI Yogyakarta 608,531.61 237,240
Jawa Timur 495,518.60 2,385,686
Bali 660,691.47 293,853
NTB 723,717.95 213,099
NTT 630,264.89 134,591
Kalimantan Barat 612,878.27 75,613
Kalimantan Tengah 759,003.23 29,735
Kalimantan Selatan 808,477.71 114,137
Kalimantan Timur 830,210.99 75,699
Sulawesi Utara 808,043.05 57,520
Gorontalo 586,798.34 32,431
Sulawesi Tengah 625,918.23 43,923




Sulawesi Selatan 786,744.44 214,668
Sulawesi Barat 790,569.50 31,058
Sulawesi Tenggara 669,384.77 50,178
Maluku 673,731.43 34,569
Maluku Utara 669,384.77 8,608
Sumatera Utara 797,804.18 455,007
Sumatera Barat 777,135.68 138,312
Riau 839,967.92 126,843
Kepulauan Riau 764,734.58 252,753
Jambi 744,066.07 50,017
Sumatera Selatan 767,070.12 167,714
Kep. Bangka Belitung 752,333.47 26,128
Bengkulu 644,857.26 20,562
Lampung 634,523.01 289,987
Jawa Barat 555,155.96 3,389,287
Banten 789,784.80 1,053,922
Jawa Tengah 545,648.45 2,815,292
DI Yogyakarta 616,495.12 247,093
Jawa Timur 520,846.25 2,482,563
Bali 685,628.78 303,589
NTB 736,439.40 204,111
NTT 661,392.06 143,972
Kalimantan Barat 612,614.40 100,955
Kalimantan Tengah 815,653.50 35,562
Kalimantan Selatan 846,995.21 129,789
Kalimantan Timur 828,393.56 83,176
Sulawesi Utara 826,740.08 50,621
Gorontalo 586,985.46 35,228
Sulawesi Tengah 642,790.41 38,848
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Sulawesi Selatan 826,740.08 197,342
Sulawesi Barat 780,607.98 29,414
Sulawesi Tenggara 710,996.47 53,666
Maluku 694,461.67 29,359
Maluku Utara 700,248.85 9,808

> 40,792,574.71 25,020,822
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Lampiran 3
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Lampiran 4

Data Mentah Variabel Z
Theil Akar Theil Akar
Provinsi (N) Index Kuadrat Index Kuadrat
2009 709 2010 710

Sumatera Utara 0.2101 0.4584 0.2091 0.4573
Sumatera Barat 0.1423 0.3772 0.1336 0.3655
Riau 0.0823 0.2869 0.1154 0.3397
Kepulauan Riau 0.0237 0.1539 0.0546 0.2337
Jambi 0.1830 0.4278 0.0945 0.3074
Sumatera Selatan 0.1298 0.3603 0.1098 0.3314
Kep. Bangka Belitung 0.3159 0.5620 0.2056 0.4534
Bengkulu 0.2518 0.5018 0.1986 0.4456
Lampung 0.2671 0.5168 0.2720 0.5215
Jawa Barat 0.2976 0.5455 0.2591 0.5090
Banten 0.1942 0.4407 0.2008 0.4481
Jawa Tengah 0.2471 0.4971 0.2658 0.5156
DI Yogyakarta 0.2719 0.5214 0.2583 0.5082
Jawa Timur 0.3799 0.6164 0.3985 0.6313
Bali 0.2545 0.5045 0.2769 0.5262
Kalimantan Barat 0.1531 0.3913 0.1083 0.3291
Kalimantan Tengah 0.2904 0.5389 0.2922 0.5406
Kalimantan Selatan 0.2458 0.4958 0.2252 0.4746
Kalimantan Timur 0.7086 0.8418 0.7451 0.8632
Sulawesi Utara 0.0857 0.2927 0.0671 0.2590
Gorontalo 0.0405 0.2012 0.0311 0.1764
Sulawesi Tengah 0.0709 0.2663 0.0535 0.2313
Sulawesi Selatan 0.1976 0.4445 0.3078 0.5548
Sulawesi Barat 0.4994 0.7067 0.6520 0.8075
Sulawesi Tenggara 0.2549 0.5049 0.2068 0.4548
NTB 0.1118 0.3344 0.0727 0.2696
NTT 0.3787 0.6154 0.2350 0.4848
Maluku 0.3578 0.5982 0.2590 0.5089
Maluku Utara 0.2517 0.5017 0.2743 0.5237
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Lampiran 5

Perhitungan Persamaan Regresi Variabel X dan Y

X Y X*Y X* X
786,744.44 500,851 394,041,740,922.01 618,966,818,280.42 83,424.19
765,011.17 131,060 100,262,364,058.38 | 585,242,091,604.48 61,690.92
783,788.72 118,902 93,194,046,126.70 | 614,324,754,188.02 80,468.46
775,443.14 157,600 122,209,839,086.86 |  601,312,065,566.10 72,122.89
695,464.70 41,675 28,983,491,406.66 |  483,671,150,086.35 -7,855.55
716,963.25 155,836 111,728,685,554.33 514,036,306,702.78 13,643.00
738,931.24 25,017 18,485,842,946.68 | 546,019,384,277.16 35,610.99
638,958.19 23,724 15,158,644,191.57 |  408,267,573,524.06 | -64,362.06
600,707.64 298,739 179,454,798,271.77 | 360,849,663,147.47 | -102,612.62
546,105.83 | 3,073,499 | 1,678,455,729,593.76 |  298,231,580,116.69 | -157,214.42
797,611.08 843,718 672,958,824,143.06 |  636,183,432,949.02 94,290.83
499,865.25 | 2,656,673 | 1,327,978,523,180.71 249,865,271,870.78 | -203,455.00
608,531.61 237,240 144,368,039,919.67 |  370,310,724,284.86 | -94,788.64
495,518.60 | 2,385,686 | 1,182,151,785,170.95 |  245,538,682,286.02 | -207,801.65
660,691.47 293,853 194,146,169,293.50 |  436,513,212,952.93 |  -42,628.79
723,717.95 213,099 154,223,572,341.37 | 523,767,677,362.55 20,397.70
630,264.89 134,591 84,827,981,152.91 397,233,825,412.71 | -73,055.37
612,878.27 75,613 46,341,564,447.84 |  375,619,770,893.23 |  -90,441.99
759,003.23 29,735 22,568,960,901.84 |  576,085,895,890.64 55,682.97
808,477.71 114,137 92,277,220,923.06 |  653,636,215,171.37 |  105,157.46
830,210.99 75,699 62,846,141,474.91 689,250,282,277.34 |  126,890.73
808,043.05 57,520 46,478,636,193.72 |  652,933,569,465.45 | 104,722.80
586,798.34 32,431 19,030,457,007.24 | 344,332,293,372.02 | -116,521.91
625,918.23 43,923 27,492,206,448.70 | 391,773,631,569.94 |  -77,402.02
786,744.44 214,668 168,888,856,047.50 |  618,966,818,280.42 83,424.19
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790,569.50 31,058 24,553,507,489.29 625,000,132,206.60 87,249.25
669,384.77 50,178 33,588,389,216.82 448,075,976,384.68 -33,935.48
673,731.43 34,569 23,290,221,766.31 453,914,038,313.45 -29,588.82
669,384.77 8,608 5,762,064,139.23 448,075,976,384.68 -33,935.48
797,804.18 455,007 363,006,485,775.94 636,491,506,983.74 94,483.92
777,135.68 138,312 107,487,189,662.44 603,939,859,401.14 73,815.42
839,967.92 126,843 106,544,051,191.75 705,546,110,803.52 136,647.67
764,734.58 252,753 193,288,958,059.48 584,818,970,348.69 61,414.32
744,066.07 50,017 37,215,952,776.61 553,634,321,089.78 40,745.82
767,070.12 167,714 128,648,397,405.69 588,396,562,593.75 63,749.86
752,333.47 26,128 19,656,969,005.51 566,005,655,919.07 49,013.22
644,857.26 20,562 13,259,555,048.49 415,840,890,062.99 -58,462.99
634,523.01 289,987 184,003,424,770.79 402,619,453,151.16 -68,797.24
555,155.96 | 3,389,287 | 1,881,582,893,507.61 308,198,144,938.04 | -148,164.29
789,784.80 1,053,922 832,371,575,518.57 623,760,029,611.08 86,464.55
545,648.45 | 2,815,292 | 1,536,159,726,183.68 297,732,234,897.17 | -157,671.80
616,495.12 247,093 152,331,628,216.64 380,066,230,640.91 -86,825.14
520,846.25 | 2,482,563 | 1,293,033,631,786.50 271,280,817,333.99 | -182,474.00
685,628.78 303,589 208,149,354,831.88 470,086,820,081.91 -17,691.48
736,439.40 204,111 150,315,381,519.88 542,342,983,713.29 33,119.14
661,392.06 143,972 95,221,938,374.79 437,439,463,577.11 -41,928.19
612,614.40 100,955 61,846,486,768.03 375,296,403,281.85 -90,705.85
815,653.50 35,562 29,006,269,649.54 665,290,626,674.33 112,333.24
846,995.21 129,789 109,930,661,722.76 717,400,891,141.25 143,674.96
828,393.56 83,176 68,902,462,858.70 686,235,892,483.23 125,073.31
826,740.08 50,621 41,850,409,649.71 683,499,161,839.23 123,419.83
586,985.46 35,228 20,678,323,701.81 344,551,927,483.16 | -116,334.80
642,790.41 38,848 24,971,121,968.96 413,179,515,201.58 -60,529.84
826,740.08 197,342 163,150,541,101.38 683,499,161,839.23 123,419.83
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780,607.98 29,414 22,960,803,260.66 609,348,825,708.24 77,287.73
710,996.47 53,666 38,156,336,549.35 505,515,980,096.29 7,676.22
694,461.67 29,359 20,388,700,116.57 482,277,008,593.76 -8,858.59
700,248.85 9,808 6,868,040,708.68 490,348,450,195.92 -3,071.40
40,792,574.71 | 25,020,822 | 14,986,735,575,109.80 | 29,212,642,714,507.60 0.00

_ V() - (ExD(END)

]

nFEIS — (FIE)2

=(25.020.822)(29.212.642.714.507,60) — (40.792.575)(14.986.735.575.109,80)

58(29.212.642.714.507,60) — (40.792.575)

=3.946.542,979

_ nEAYl- (SXET

B st — ()3

=58(14.986.735.575.109.,80) — (40.792.575)(25.020.822)

58(29.212.642.714.507,60) — (40.792.575)

=-4,998

Y =3.946.542,979 — 4,998X
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Uji Normalitas regresi Y atas X dengan Lilifors
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Lampiran 6

No. X x-x (x =%’
Urut .(Y- Y) Zo 7t Fz Sz |Fz-Sz|
diurutkan
1 -981,293.87 | -981,339.00 963,026,233,788.46 | -1.4210 | 0.4222 | 0.0778 | 0.02 0.0606
2 -977,561.66 | -977,606.79 955,715,041,814.01 | -1.4156 | 0.4222 | 0.0778 | 0.03 0.0433
3 -807,764.40 | -807,809.53 652,556,234,966.83 | -1.1697 | 0.3790 | 0.1210 | 0.05 0.0693
4 -783,741.21 | -783,786.34 614,321,024,183.21 | -1.1349 | 0.3729 | 0.1271 | 0.07 0.0581
5 -774,280.66 | -774,325.79 599,580,433,883.57 | -1.1212 | 0.3686 | 0.1314 | 0.09 0.0452
6 -729,305.93 | -729,351.06 531,952,964,842.51 | -1.0561 | 0.3554 | 0.1446 | 0.10 0.0412
7 -702,984.38 | -703,029.51 494,250,489,462.53 | -1.0180 | 0.3461 | 0.1539 | 0.12 0.0332
8 -695,028.49 | -695,073.63 483,127,344,947.65 | -1.0065 | 0.3438 | 0.1562 | 0.14 0.0183
9 -667,861.98 | -667,907.11 446,099,904,225.89 | -0.9671 | 0.3340 | 0.1660 | 0.16 0.0108
10 -661,888.08 | -661,933.21 438,155,580,489.28 | -0.9585 | 0.3315 | 0.1685 | 0.17 0.0039
11 -645,467.22 | -645,512.35 416,686,192,644.41 | -0.9347 | 0.3264 | 0.1736 | 0.19 0.0161
12 -618,207.38 | -618,252.51 382,236,166,220.08 | -0.8952 | 0.3159 | 0.1841 | 0.21 0.0228
13 -592,349.88 | -592,395.01 350,931,844,551.55 | -0.8578 | 0.3051 | 0.1949 | 0.22 0.0292
14 -550,779.88 | -550,825.01 303,408,188,553.22 | -0.7976 | 0.2881 | 0.2119 | 0.24 0.0295
15 -544,664.30 | -544,709.43 296,708,361,610.99 | -0.7887 | 0.2852 | 0.2148 | 0.26 0.0438
16 -496,933.44 | -496,978.57 246,987,698,770.06 | -0.7196 | 0.2642 | 0.2358 | 0.28 0.0401
17 -485,209.96 | -485,255.09 235,472,507,045.48 | -0.7026 | 0.2580 | 0.2420 | 0.29 0.0511
18 -446,264.56 | -446,309.69 199,192,341,796.63 | -0.6463 | 0.2422 | 0.2578 | 0.31 0.0525
19 -436,891.23 | -436,936.36 190,913,386,376.16 | -0.6327 | 0.2357 | 0.2643 | 0.33 0.0633
20 -428,935.40 | -428,980.54 184,024,299,962.73 | -0.6212 | 0.2324 | 0.2676 | 0.34 0.0772
21 -350,554.03 | -350,599.16 122,919,774,064.23 | -0.5077 | 0.1950 | 0.3050 | 0.36 0.0571
22 -339,316.62 | -339,361.75 115,166,400,202.27 | -0.4914 | 0.1879 | 0.3121 | 0.40 0.0845
23 -228,347.62 | -228,392.75 52,163,248,127.84 | -0.3307 | 0.1293 | 0.3707 | 0.40 0.0259
24 -216,181.35 | -216,226.48 46,753,891,541.19 | -0.3131 | 0.1217 | 0.3783 | 0.41 0.0355
25 -207,324.64 | -207,369.77 43,002,221,480.90 | -0.3003 | 0.1179 | 0.3821 | 0.43 0.0489
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26 -177,683.75 | -177,728.88 31,587,553,773.88 | -0.2574 | 0.1026 | 0.3974 | 0.45 0.0509
27 -160,252.28 | -160,297.41 25,695,258,977.80 | -0.2321 | 0.0910 | 0.4090 | 0.47 0.0565
28 -123,309.86 | -123,354.99 15,216,453,731.95 | -0.1786 | 0.0714 | 0.4286 | 0.48 0.0542
29 -116,301.64 | -116,346.77 13,536,572,006.00 | -0.1685 | 0.0675 | 0.4325 | 0.50 0.0675
30 -61,707.88 -61,753.01 3,813,434,249.33 | -0.0894 | 0.0359 | 0.4641 | 0.52 0.0531
31 -15,650.27 -15,695.40 246,345,676.39 | -0.0227 | 0.0080 | 0.4920 | 0.53 0.0425
32 8,042.85 7,997.72 63,963,554.38 | 0.0116 | 0.0040 | 0.5040 | 0.55 0.0477
33 35,781.38 35,736.24 1,277,079,131.25 | 0.0517 | 0.0199 | 0.5199 | 0.57 0.0491
34 54,987.46 54,942.33 3,018,659,467.26 | 0.0796 | 0.0319 | 0.5319 | 0.59 0.0543
35 75,893.13 75,848.00 5,752,919,085.52 | 0.1098 | 0.0438 | 0.5438 | 0.60 0.0596
36 86,721.84 86,676.71 7,512,852,133.51 | 0.1255 | 0.0517 | 0.5517 | 0.62 0.0690
37 89,735.03 89,689.90 8,044,278,402.56 | 0.1299 | 0.0517 | 0.5517 | 0.64 0.0862
38 128,353.43 128,308.30 16,463,018,820.29 | 0.1858 | 0.0753 | 0.5753 | 0.66 0.0799
39 149,576.18 149,531.05 22,359,534,879.29 | 0.2165 | 0.0871 | 0.5871 | 0.67 0.0853
40 165,655.20 165,610.07 27,426,694,010.10 | 0.2398 | 0.0948 | 0.5948 | 0.69 0.0949
41 200,273.75 200,228.61 40,091,498,178.11 | 0.2899 | 0.1141 | 0.6141 | 0.71 0.0928
42 208,365.64 208,320.51 43,397,433,946.21 | 03016 | 0.1179 | 0.6179 | 0.72 0.1062
43 236,124.95 236,079.82 55,733,679,250.73 | 0.3418 | 0.1331 | 0.6331 | 0.74 0.1083
44 276,944.04 276,898.91 76,673,005,958.10 | 0.4009 | 0.1915 | 0.6915 | 0.78 0.0844
45 278,550.53 278,505.40 77,565,258,220.22 | 0.4033 | 0.1915 | 0.6915 | 0.78 0.0844
46 378,459.70 378,414.57 143,197,583,939.95 | 0.5479 | 0.2088 | 0.7088 | 0.79 0.0843
47 382,845.95 382,800.82 146,536,464,289.45 | 0.5543 | 0.2088 | 0.7088 | 0.81 0.1015
48 416,528.10 416,482.97 173,458,060,223.08 | 0.6031 | 0.2258 | 0.7258 | 0.83 0.1018
49 486,456.75 486,411.61 236,596,258,996.28 | 0.7043 | 0.2580 | 0.7580 | 0.84 0.0868
50 495,889.30 495,844.17 245,861,443,920.24 | 0.7180 | 0.2642 | 0.7642 | 0.86 0.0979
51 883,635.19 883,590.06 780,731,396,362.98 | 1.2794 | 0.3997 | 0.8997 | 0.88 0.0204
52 915,744.98 915,699.85 838,506,213,694.89 | 1.3259 | 0.4082 | 0.9082 | 0.90 0.0116
53 | 1,054,723.45 | 1,054,678.32 | 1,112,346,354,126.95 | 1.5272 | 0.4370 | 0.9370 | 0.91 0.0232
54 | 1,139,209.58 | 1,139,164.45 | 1,297,695,650,729.15 | 1.6495| 0.4505 | 0.9505 | 0.95 0.0022
55 | 1,208,456.56 | 1,208,411.43 | 1,460,258,178,646.38 | 1.7498 | 0.4599 | 0.9599 | 0.95 0.0116
56 | 1,595,899.99 | 1,595,854.86 | 2,546,752,736,303.12 | 2.3108 | 0.4896 | 0.9896 | 0.97 0.0241
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57 | 1,856,392.97 | 1,856,347.84 | 3,446,027,301,946.86 | 2.6880 | 0.4964 | 0.9964 | 0.98 0.0136
58 | 2,217,413.53 | 2,217,368.40 | 4,916,722,622,692.26 | 3.2107 | 0.4993 | 0.9993 | 1.00 0.0007
0.2488 0.00 27,185,517,534,876.10

Ltabel = 0,1 163
Lhitung = 0,1083

Lhitung (0,1083) < Liaber (0,1163), maka dapat disimpulkan galat taksiran regresi Y atas X

berdistribusi normal.
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Lampiran 7
Perhitungan Uji Linearitas dan Keberartian Regresi Y atas X

. Mencari jumlah kuadrat total
JK (T)=3Y*=51.028.524.203.654

. Mencari jumlah kuadrat regresi (a)

JK(a) = (ZY)

n

= (25.020.822)*
58

=10.793.819.544.063,50

. Mencari persamaan kuadrat regresi (b/a)

(EX EY)
JK (b)= b < EXY -
N

(40.792.574,71)(25.020.822)

=-4,998 414.986.735.575.109,80 —
58

=13.049.354.667.741,1
. Mencari jumlah kuadrat residu JK (S)

JK (S) = JK (T) - JK (a) - JK (b/a)
= 51.028.524.203.654 - 10.793.819.544.063,50 - 13.049.354.667.741,1
= 21.185.349.991.849,4

. JK(TC)=52.577.913.115

. JK(G) =JK(S)-JK(TC)

=21.185.349.991.849,4 - 52.577.913.115 =27.132.772.078.734,4
. Mencari Derajat Kebebasan

Dk (T) =n =58
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Dko =1

DK by =1

DK (res) =n-2 =56
Dkae k2 =53
Dk@  =nk =3

5. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat

RIKway = IKwa =13.049.354.667.741,1 =13.049.354.667.741,1

RIK(res) = IKres) =21.185.349.991.849.4 =485.452.678.425,88
dk(res) 56

RIKae =JKmey — =52.577.913.115  =992.036.096,51

RIKG) =JK) = 27.132.772.078.734,4 =9.044.257.359.578,12

6. Kriteria Pengujian
e Terima Ho jika Fpiwung < Frabel, maka regresi linear
Tolak Ho jika Fpiwng > Fiabel, maka regresi non-linear
e Terima Ho jika Fhiwng < Fiavel, maka regresi tidak berarti
Tolak Ho jika Fpiwng > Fiabel, maka regresi berarti

7. Menentukan kelinearan regresi

Fhitung = RJK(rc) =__992.036.096,51 =0,00011
RIK ) 9.044.257.359.578,12

Hasil penghitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi F
dengan dk pembilang = k-2 dan dk penyebut = n-k, serta taraf kesalahan 0,05,
sehingga diperoleh Fiape = 8,58. Dengan demikian, Fpiwng < Fiapel, maka

regresi linear.



116

Menentukan keberartian model regresi

Fuung  =RIKpw = 13.049.354.667.741.1 =26,8808
RIK res) 27.185.349.991.849

Hasil penghitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi F
dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = n-2, serta taraf kesalahan 0,05,
sehingga diperoleh Fipe = 4,02. Dengan demikian, Fhiwng > Frabe, maka

regresi berarti atau signifikan.
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Lampiran 8

Perhitungan Koefisien Korelasi Product Moment (Variabel X terhadap Y)

Diketahui :

n =58

YX  =40.792.574,71

YX?  =29.212.642.714.507,60
YY  =25.020.822

YY?  =51.028.524.203.654

> XY =14.986.735.575.109,80

n XY - (ZX) (ZY)
Jin =X —(ZX)fin . 2Y? - (£Y)'§

=58 (14.986.735.575.109,80) — (40.792.574,71)( 25.020.822)

Iy =

-\/ { 58(29.212.642.714.507,60)-( 40.792.574,71) § {58(51.028.524.203.654)-( 25.020.822) }
=-0,57
Kesimpulan :
Pada perhitungan product moment diatas, diperoleh ryjtung (txy) = -0,57 (korelasi

sedang).
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Lampiran 9

Uji Keberartian Koefisien Korelasi Variabel X terhadap Y (Uji t)

Menghitung kebeartian koefisien korelasi menggunakan Uji-t, dengan rumus :

-2

thitung = ﬁ‘ﬁz

= —0,57J 58-2
»’—1-(-_0,57)2
=-5,18
Kesimpulan :
tubel pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk (n-2) = (58 - 2) = 56 sebesar 1,67.

Dengan demikian thiwung > tiabel, maka Ho ditolak, artinya koefisien signifikan.
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Lampiran 10

Perhitungan Koefisien Determinasi Variabel X terhadap Y

Untuk mencari seberapa besar variasi variabel Y yang ditentukan oleh variabel X,
maka digunakan Uji Koefisien Determinasi dengan rumus :
KD =rxy’

= (-0,57)

=0,3243
Dengan koefisien determinasi sebesar 0,3243, hal ini berarti 32,43% variasi
variabel Y (Penyerapan Tenaga Kerja) ditentukan oleh variabel X (Upah
Minimum Regional). Sisanya sebesar 67,57% variasi variabel Y (Penyerapan

Tenaga Kerja) ditentukan oleh variabel lain.
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Lampiran 11

Perhitungan Persamaan Regresi Variabel Y dan Z

Y 47 ¥ C Y? X

14,444.7385 0.4584 6,620.9866 208,650,470.2442 | -416,948.7443
123,066.2368 0.3772 46,423.8731 15,145,298,651.2198 | -308,327.2459
29,217.2623 0.2869 8,381.8414 853,648,414.6866 | -402,176.2205
70,927.9176 0.1539 10,919.2141 5,030,769,500.4604 | -360,465.5651
470,655.0316 0.4278 201,339.1593 221,516,158,732.1750 39,261.5488
363,206.6454 0.3603 130,855.2442 131,919,067,257.8870 -68,186.8374
253,412.0349 0.5620 142,430.1885 64,217,659,413.3935 | -177,981.4479
753,070.9273 0.5018 377,888.5601 567,115,821,491.3760 321,677.4445
944,244.7644 0.5168 488,001.9186 891,598,175,016.7200 512,851.2816
1,217,141.0719 0.5455 663,983.6436 1,481,432,389,021.9900 785,747.5892
-39,866.0107 0.4407 -17,568.2050 1,589,298,807.3140 | -471,259.4934
1,448,248.5167 0.4971 719,912.0867 | 2,097,423,766,104.3000 | 1,016,855.0339
905,141.0250 0.5214 471,977.0193 819,280,275,051.5810 473,747.5422
1,469,972.8164 0.6164 906,032.8629 | 2,160,820,080,845.9500 | 1,038,579.3336
644,449.4289 0.5045 325,111.8029 415,315,066,430.8430 213,055.9462
329,447.0837 0.3913 128.,906.0387 108,535,380,962.8640 | -101,946.3991
796,519.5266 0.5389 429,234.6103 634,443,356,261.4990 365,126.0438
883,416.7253 0.4958 437,982.2966 780,425,110,509.0190 452,023.2425
153,093.5638 0.8418 128,871.6850 23,437,639,291.8354 | -278,299.9189
-94,176.7599 0.2927 -27,569.8343 8,869,262,096.0889 | -525,570.2426
-202,798.2582 0.2012 -40,812.3622 41,127,133,528.7539 | -634,191.7410
-92,004.3299 0.2663 -24,498.0425 8,464,796,717.4652 | -523,397.8126
1,013,762.5233 0.4445 450,639.9628 1,027,714,453,648.4800 582,369.0405
818,243.8263 0.7067 578,238.5026 669,522,959,234.9700 386,850.3435
14,444.7385 0.5049 7,292.8050 208,650,470.2442 | -416,948.7443
-4,672.6452 0.3344 -1,562.3693 21,833,613.2807 | -436,066.1280
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601,000.8296 0.6154 369,847.5312 361,201,997,152.5380 169,607.3468
579,276.5299 0.5982 346,502.2835 335,561,298,101.7950 147,883.0471
601,000.8296 0.5017 301,520.3852 361,201,997,152.5380 169,607.3468
-40,831.1100 0.4573 -18,671.0268 1,667,179,547.5357 | -472,224.5928
62,468.7368 0.3655 22,833.1565 3,902,343,079.0606 | -368,924.7459
251,562.7976 0.3397 -85,457.3301 63,283,841,155.0490 | -682,956.2804
124,448.6449 0.2337 29,079.4704 15,487,465,224.5734 | -306,944.8378
227,748.4918 0.3074 70,011.8275 51,869,375,511.4251 | -203,644.9910
112,775.7622 0.3314 37,369.4702 12,718,372,547.3687 | -318,617.7205
186,428.5530 0.4534 84,532.5527 34,755,605,390.0350 | -244,964.9297
723,587.7567 0.4456 322,463.6993 523,579,241,659.6580 | 292,194.2740
775,237.6801 0.5215 404,314.5079 600,993,460,706.8540 | 343,844.1974
1,171,909.0921 0.5090 596,523.6000 | 1,373,370,920,091.0600 | 740,515.6093
-750.7695 0.4481 -336.4251 563,654.7883 | -432,144.2522
1,219,427.0216 0.5156 628,685.2957 | 1,487,002,261,084.6000 | 788,033.5389
865,339.9386 0.5082 439,793.6470 748,813,209,271.8410 | 433,946.4558
1,343,386.8379 0.6313 848,037.8801 | 1,804,688,196,140.3200 | 911,993.3551
519,814.3468 0.5262 273,533.0069 270,206,955,141.0980 88,420.8640
265,866.1353 0.3291 87,493.7943 70,684,801,887.7945 | -165,527.3475
640,947.8792 0.5406 346,467.7540 410,814,183,879.6260 | 209,554.3965
884,735.5178 0.4746 419,853.3817 782,756,936,472.7250 | 453,342.0351
-130,040.8578 0.8632 -112,250.1958 16,910,624,695.4258 | -561,434.3406
286,684.7456 0.2590 -74,261.8638 82,188,143,342.0544 | -718,078.2283
-193,714.8834 0.1764 -34,161.9918 37,525,456,049.2392 | -625,108.3662
-185,450.8956 0.2313 -42,894.9164 34,392,034,696.4944 | -616,844.3784
1,012,827.3279 0.5548 561,913.8267 | 1,025,819,196,169.0500 | 581,433.8452
733,917.7414 0.8075 592,613.0135 538,635,251,134.6560 | 302,524.2586
-185,450.8956 0.4548 -84,334.2918 34,392,034,696.4944 | -616,844.3784
45,114.3625 0.2696 12,164.1574 2,035,305,707.4917 | -386,279.1202
393,028.2468 0.4848 190,527.5115 154,471,202,752.3130 -38,365.2360
475,668.1242 0.5089 242,077.2244 226,260,164,425.9530 44,274.6415




446,744.1671

0.5237

233,976.2600

199,580,350,862.8120

122

15,350.6844

25,020,822.0000

26.5765

13,558,800.6850

23,843,006,670,928.9000

0.00

(VIR — (TXD(TRVY

nER — (ER)

=(26.5765)(23.843.006,670.928) — (25.,020,822)(13.,558.800.6850)

=0,389

_ nERITI— (ZRMEIY

58(23,843,006,670,928) — (25,020,822)?

B = TxE - ()

= 58(13,558.800.6850) — (25,020.,822)( 26.5765)

58(23,843,006,670,928) — (25,020,822)
=0,0000001605

1 =0,389 + 0,0000001605Y
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Z-0,389 + 0,0000001605 ¥

FaWaral
O T T T 1

¢ 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000



Uji Normalitas regresi Z atas Y dengan Lilifors
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Lampiran 12

No. y
Urat (Z- ) y-0 | (y-0) Zo 7t Fz Sz |Fz-Sz|
diurutkan
1 -0.2464 | -0.2464 | 0.0607 | -1.8918 0.3830 | 0.1170 |  0.02 0.0998
2 -0.1816 | -0.1815 | 0.0330 | -1.3937 0.4177 | 0.0823 | 0.03 0.0478
3 -0.1753 | -0.1753 | 0.0307 | -1.3457 0.4115| 0.0885| 0.05 0.0368
4 -0.1552 | -0.1552 | 0.0241 | -1.1914 03830 | 0.1170 |  0.07 0.0480
5 -0.1279 | -0.1279 | 0.0164 | -0.9820 0.3365 | 0.1635| 0.10 0.0601
6 -0.1266 | -0.1266 | 0.0160 | -0.9719 0.3340 | 0.1660 | 0.10 0.0626
7 -0.1244 | -0.1243 | 0.0155 | -0.9545 0.3315| 0.1685| 0.12 0.0478
8 -0.1181 | -0.1181 | 0.0140 | -0.9069 03186 | 0.1814 | 0.14 0.0435
9 -0.1080 | -0.1079 | 0.0117 | -0.8287 0.2967 | 02033 | 0.16 0.0481
10 -0.1072 | -0.1072 | 0.0115 | -0.8227 0.2939 | 0.2061 | 0.17 0.0337
11 -0.1068 | -0.1068 | 0.0114 | -0.8198 0.2910 | 0.2090 | 0.19 0.0193
12 -0.1026 | -0.1026 | 0.0105 | -0.7874 0.2852 | 0.2148 | 0.21 0.0079
13 -0.0870 | -0.0870 | 0.0076 | -0.6679 0.2486 | 0.2514 | 0.22 0.0273
14 -0.0840 | -0.0839 | 0.0070 | -0.6443 0.2389 | 02611 ] 0.26 0.0025
15 -0.0811 | -0.0811 | 0.0066 | -0.6228 0.2324 | 02676 | 0.26 0.0090
16 -0.0757 | -0.0757 | 0.0057 | -0.5813 0.2190 [ 0.2810 [ 0.28 0.0051
17 -0.0692 | -0.0691 | 0.0048 | -0.5308 0.2019 | 0.2981 | 0.29 0.0050
18 -0.0681 | -0.0680 | 0.0046 | -0.5224 0.1985 | 0.3015| 031 0.0088
19 -0.0595 | -0.0595 | 0.0035 | -0.4566 0.1772 | 0.3228 | 0.33 0.0048
20 -0.0564 | -0.0564 | 0.0032 | -0.4332 0.1664 | 03336 | 0.34 0.0112
21 -0.0539 | -0.0539 | 0.0029 | -0.4135 0.1591 | 03409 | 0.36 0.0212
22 -0.0506 | -0.0506 | 0.0026 | -0.3883 0.1517 | 0.3483 | 0.38 0.0310
23 -0.0388 | -0.0388 | 0.0015 | -0.2979 0.1179 | 03821 | 0.40 0.0145
24 -0.0368 | -0.0367 | 0.0013 | -0.2820 0.1103 | 03897 | 0.41 0.0241
25 -0.0350 | -0.0350 | 0.0012 | -0.2686 0.1064 | 0.3936 | 0.43 0.0374
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26 -0.0335 | -0.0335 0.0011 -0.2571 0.1026 | 0.3974 0.45 0.0509
27 -0.0315 | -0.0315 0.0010 -0.2419 0.0948 0.4052 0.47 0.0603
28 -0.0237 | -0.0237 | 0.0006 -0.1820 0.0714 | 0.4286 0.48 0.0542
29 -0.0197 | -0.0196 | 0.0004 -0.1507 0.0596 | 0.4404 0.50 0.0596
30 -0.0128 | -0.0128 0.0002 -0.0984 0.0398 0.4602 0.52 0.0570
31 -0.0089 | -0.0089 | 0.0001 -0.0683 0.0279 | 0.4721 0.53 0.0624
32 -0.0086 | -0.0085 0.0001 -0.0656 0.0279 | 0.4721 0.55 0.0796
33 -0.0081 | -0.0080 | 0.0001 -0.0618 0.0239 | 0.4761 0.57 0.0929
34 0.0032 | 0.0033 0.0000 0.0250 0.0120 | 0.5120 0.59 0.0742
35 0.0081 | 0.0081 0.0001 0.0624 0.0239 | 0.5239 0.60 0.0795
36 0.0120 | 0.0121 0.0001 0.0927 0.0359 | 0.5359 0.64 0.1020
37 0.0162 | 0.0163 0.0003 0.1248 0.0517 | 0.5517 0.64 0.0862
38 0.0220 | 0.0221 0.0005 0.1694 0.0675 0.5675 0.66 0.0877
39 0.0267 | 0.0267 | 0.0007 0.2048 0.0832 | 0.5832 0.67 0.0892
40 0.0327 | 0.0327 | 0.0011 0.2511 0.0987 | 0.5987 0.69 0.0910
41 0.0345 | 0.0345 0.0012 0.2651 0.1064 | 0.6064 0.71 0.1005
42 0.0436 | 0.0436 | 0.0019 0.3347 0.1331 0.6331 0.72 0.0910
43 0.0487 | 0.0487 | 0.0024 0.3739 0.1443 0.6443 0.74 0.0971
44 0.0538 | 0.0538 0.0029 0.4131 0.1591 0.6591 0.76 0.0995
45 0.0581 | 0.0581 0.0034 0.4461 0.1736 | 0.6736 0.78 0.1023
46 0.0592 | 0.0593 0.0035 0.4549 0.1808 0.6808 0.79 0.1123
47 0.0630 | 0.0631 0.0040 0.4841 0.2190 | 0.7190 0.81 0.0913
48 0.0670 | 0.0671 0.0045 0.5149 0.2324 | 0.7324 0.83 0.0952
49 0.0748 | 0.0749 | 0.0056 0.5747 0.2518 0.7518 0.84 0.0930
50 0.0955 | 0.0955 0.0091 0.7335 0.2673 0.7673 0.86 0.0948
51 0.1136 | 0.1136 | 0.0129 0.8720 0.3078 0.8078 0.88 0.0715
52 0.1162 | 0.1162 0.0135 0.8922 0.3133 0.8133 0.90 0.0833
53 0.1299 | 0.1299 | 0.0169 0.9977 0.3413 0.8413 0.91 0.0725
54 0.1324 | 0.1324| 0.0175 1.0165 0.3461 0.8461 0.93 0.0849
55 0.1864 | 0.1864 | 0.0347 1.4309 0.4236 | 0.9236 0.95 0.0247
56 0.3007 | 0.3007 | 0.0904 2.3085 0.4896 | 0.9896 0.97 0.0241
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57 0.4282 | 0.4282| 0.1834 3.2877 0.4995 0.9995 0.98 0.0167
58 0.4951 | 0.4951 0.2451 3.8010 0.4999 | 0.9999 1.00 0.0001
-0.0013 | 0.0000 | 0.9670

Ltabel = 091 163
Lhitung = 0,1 123

berdistribusi normal.

Lhitung (0,1123) < Liaber (0,1163), maka dapat disimpulkan galat taksiran regresi Zatas Y
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Lampiran 13
Perhitungan Uji Linearitas dan Keberartian Regresi Z atas Y
. Mencari jumlah kuadrat total
JK (T)=3Y*= 13,4808

. Mencari jumlah kuadrat regresi (a)

JK(a) = (ZY)

n

= (26.5765)
58

=12,1778

. Mencari persamaan kuadrat regresi (b/a)

(EX EY)
JK (b)= b < EXY -
N

(25.020.822)(26,5765)

=0,0000001605 4 13.558.800,6850 —
58

=0,3361
. Mencari jumlah kuadrat residu JK (S)

JK (S) = JK (T) - JK (a) - JK (b/a)
~ 13,4808 - 12,1778 - 0,3361
= 0,9670

. JK(TC)=0,0325

. JK(G) =JK(S)-JK(TC)
=0,9670 - 0,0325 = 0,9345
. Mencari Derajat Kebebasan

Dk (T) =n =58
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Dko =1

DK (b/a) =1

DK (res) =n-2 =56
Dkae k2 =53
Dk@  =nk =3

5. Mencari Rata-rata Jumlah Kuadrat

RIKpa — =IKwm =0,3361 =0,3361
dk(b/a) 1

RIK(esy = IK(es) =0,9670 =0,0173
dk(res) 56

RJK(TC) = m(m = 0,0325 = 0,0006
dk(TC) 53

RIKg  =IKag = 09345 =03115
dk(Tc) 3

6. Kriteria Pengujian
e Terima Ho jika Fpiwung < Frabel, maka regresi linear
Tolak Ho jika Fpiwng > Fiabel, maka regresi non-linear
e Terima Ho jika Fhiwng < Fiavel, maka regresi tidak berarti
Tolak Ho jika Fpiwng > Fiabel, maka regresi berarti

7. Menentukan kelinearan regresi

Fhitung = RIK(r¢ = _0,0006 =0,0020
RIK ) 0,3115

Hasil penghitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi F
dengan dk pembilang = k-2 dan dk penyebut = n-k, serta taraf kesalahan 0,05,
sehingga diperoleh Fiape = 8,58. Dengan demikian, Fpiwng < Fiapel, maka

regresi linear.
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Menentukan keberartian model regresi

Fhimg  =RIKpe = 03361 = 19,4627
RIK res 0,0173

Hasil penghitungan tersebut kemudian dibandingkan dengan tabel distribusi F
dengan dk pembilang = 1 dan dk penyebut = n-2, serta taraf kesalahan 0,05,
sehingga diperoleh Fipe = 4,02. Dengan demikian, Fhiwng > Frabe, maka

regresi berarti atau signifikan.
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Lampiran 14

Perhitungan Koefisien Korelasi Product Moment (Variabel Y terhadap Z)

Diketahui :

n =58

Y  =25.020.822

YY?  =51.028.524.203.654
YZ  =26,5765

Y7?  =13,4808

YYZ =13.558.800,6850

n XY - (ZX) (ZY)
Jin =X —(EX) . 2Y? —(5Y)

=58 (13.558.800,6850) — (25.020.822)( 26,5765)

Iy =

'\/{ 58(51.028.524.203.654)-(25.020.822)%{58(13,4808)-( 13,4808}
=0,5078
Kesimpulan :
Pada perhitungan product moment diatas, diperoleh rping (fxy) = 0,5078 (korelasi

sedang).
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Lampiran 15

Uji Keberartian Koefisien Korelasi Variabel Y terhadap Z (Uji t)

Menghitung kebeartian koefisien korelasi menggunakan Uji-t, dengan rumus :

-2

thitung = ﬁ‘ﬁz

=0,5078 { 58-2
J—I-@WS)Z
=4411
Kesimpulan :
tubel pada taraf signifikansi 0,05 dengan dk (n-2) = (58 - 2) = 56 sebesar 1,67.

Dengan demikian thiwung > tiabel, maka Ho ditolak, artinya koefisien signifikan.
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Lampiran 16

Perhitungan Koefisien Determinasi Variabel Y terhadap Z

Untuk mencari seberapa besar variasi variabel Z yang ditentukan oleh variabel Y,
maka digunakan Uji Koefisien Determinasi dengan rumus :
KD = rxy’

=(0,5078)*

=0,2578
Dengan koefisien determinasi sebesar 0,2578, hal ini berarti 25,78% variasi
variabel Z (Ketimpangan Pendapatan) ditentukan oleh variabel Y (Penyerapan
Tenaga Kerja). Sisanya sebesar 74,22% variasi variabel Z (Ketimpangan

Pendapatan) ditentukan oleh variabel lain.



DAFTAR F

LUAS DIBAWAH LENGHKUNGAN NORMAL STANDAR Dari ¢ ke z’
{Bifangan dalam badan daftar menyatakan desimal).

TABEL DISTRIBUSI Z
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Lampiran 17

. 0
z Y 1 2 3 4 5 6 T 8 9
0.0 0000 0040 0oBO 0120 0160 0199 0239 0279 0319 0359
0,1 0398 0438 0478 0517 0557 0596 0636 0675 o714 0764/
0.2 793 0832 GR71 0910 0948 0987 1026 1064 1103 1141
0,3 1179 1217 1255 1293. 1331 ‘1368 1406 1443 1480 1517
0.4 1564 1591 - 1628 1664 - 1700 1736 1772 1808 1844 1879
0.5 1915 1950 1985 2019 2054 2088 2123 2157 2190 2224
0.6 22548 2281 2324 2357 2389 2422 2454 2488 2518 2549
0,7 2580 2612 2642 2673 2704 2734 2764 2794 2823 2852
- 0,8 2881 2910 2939 2967 2936 3023 3051 3078 3106 31334
0.9 3159 3186 3212 3238 3264 3209 a3ls 3340 3365 3389
1,0 3413 3438 3461 3485 aso8 3531 3554 3577 3599 3621
1.1 3643 3665 3686 ‘3708 3729 2749 ano 3790 3810 3830
1.2 849 JRE6D 3888 3907 3925 3944 1962 3980 3997 4015
1.3 4032 4049 4066 4082 4099 41115 4131 4147 4162 4177
1.4 4192 4207 4222 4236 4251 4265 4279 4292 4306 4319
15 4332 4345 4357 .- 4370 4382 4394 43106 4418 4429 4441
1.6 4452 4463 4474 ° 4484 4495 445 4605 4515 4525 4535 4545
T 45654 4b64-4+ 4573 4582 4591 456899 4608 4614 4625 4633
1.8 3641 464% 4656 4664 4671 4678 4686 4693 4699 4706
1.9 4713 4719 4726 4732 4738 4744 4750 4756 4761 4767
2z 1772 4778 4783 4788 4793 4798 4803 4808 4812 4817
21 4821 4826 4830 4834 4838 4842%  AB46 4850 4854 4857
22 4861 4864 48645 4871 4875 4878 4881 4884 4887 4899
2.3 4883 18236 4898 4901 4904 4908 4909 4911 - 4913 4916
2.4 4918 4820 4922 4925 4927 4929 4931 4932 4934 4936
2.5 1938 4940 494)] 4943 4945 4948 4948 4949 4951 4952
2.6 1953 4955 4956 4957 4959 4950 4961 4962 4963 4964
2.7 4465 4966 4967 4968 49469 4970 4971 4972 4973 4874
2.4 48974 4973 4976 4977 4977 4978 4979 4979 4980 4981
29 4951 4982 4982 4983 - 4084 4964 4985 4985 4986 4486
3.0 4387 4987 4987 4988 4984 4989 4949 4989 4990 4990
3.1 4890 4991 4991 4991 4992 4492 4992 4992 £993 4993
3.z 4933 . 4993 4924 4994 4994 4994 49494 4995, 1995 4995
3.3 4995 4435 4996 4996 4996 49946 4996 4996 4996 4997
3.1 4997 49937 4897 4997 4997 4997 4997 4997 4997 4993
3.5 4993 4988 4998 4998 4908 4998 4995 4998 4998 4998
3.6 Jg08 4998 4999 1999 4959 499% 45959 4999 4599 4999
3,7 4999 4995 4909 4999 19539 4199¢ 4969 4999 4999 4939
3.8 4998 4999 4999 4999 41939 4999 4999 4999 4999 4999
a9 5000 5000 5004 5000 50040 5000 3000 5000 5000 5000
Sumber : Theory and Problems of Statistics, Spiegel, M., Ph.D,, Schaum Publishing Co-., Mew York, 1961.



TABEL LILIEFORS

Daftar Nilai Kritis Untuk Uji Liliefors

134

Lampiran 18

Ulkuran Tarel Nyaia (¢

Sampel 0,01 0,05 0.k .15 0,2

n = 4 0417 0,361 0,352 0,319 0,3
5{ 0,409 Nadr 1.3 ES 0,299 0,285
6| 0,364 0,319 0,204 0.27F 0,265
71 0,348 0.3 0,276 0,258 0,247
8] 0,331 0,285 0,261 0,244 0,232
9| 0,311 0,271 249 0,233 0,223
10| 0,294 0.258 0,239 0,224 0,215
111 0,284 0,249 .| 0,23 0,217 0,205
121 0,275 0,242 0,223 0,212 0,189
131 0,268 0,234 0,21¢ 0,202 0.18
12| 0,261 0227 4,207 0,194 0183
151 0,257 (.22 0,201 0,187 0,177
16 0,25 RZia 0,195 0,182 gL
171 0,245 0,205 9,189 0,177 0,189
18| 0,239 0,02 G, 184 0,173 0,188
191 0,235 0.495 0,179 0,169 0,163
201 0231 0,19 0,174 0,166 0,16
5 0,2 0,173 0,158 0,147 0,142
30 Q187 0,161 0,144 0,136 0,131

n > 30| 1031 0,886 0.805 0,768 {156

\/ n \/ a ‘a/ n \/ n \/ n

Sumber: Sudjana, Metode Statistika, Bandung:Tarsito,1996
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Lampiran 19
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Lampiran 20

V |tosss  ‘oes towrs  ‘toss Lysa L o.a0 tor oo Lose toss
1 | 8366 3182 12,71 6.3l 3,08 1,376 1,080 0,727 05325 0,158
2 9,492 6,96 4,30 AR 1.89 1,661 B 416 J617 £ 234 nLi2
3 | s34 £58 318 735 1.64 0.87¢ D765  O5R1  ArTi oai
4 4,60 3,75 2,78 2,13 153 0,041 071 0,669 0,271 Ing
5 4,03 3,35 2,57 2,02 1,48 G520 b,727 01.559 8,287 132
6 3,71 3,14 2,45 1,54 144 0,908 0,718 0.533 0.263 13
7 3,50 3,00 2,38 .90 1,42 0,886 2,711 0,519 0,353 140
8 3,36 2,90 2,31 1,86 1.40 0,859 0,7u6 G516 0,262 0130
Ell 3,25 282 2,26 183> 1,38 0.883 0,701 0.514 0,0n1 2
10 3,17 2,76 2.23 1,81 1.37 0879 0.500 542 0,250 0,129
11 311 2,72 2,20 1,80 1,36 0,876 0,647 0,510 0,260 0128
12 3,06 z,68 2,18 1,78 1,36 0.5873 0,695 0,539 0,259 0123
13 3,01 2,68 2,18 137 1,35 0,8%0 0,694 1,538 0,259 0,128
14 2,98 2,62 2,14 1,76 1,34 0,468 0,692 0,537 0,258 0,128
15 295 2,60 2,13 1.75 1,34 ‘0,B66 9,691 0,536 0,258 0,128
‘15 } 2,92 2,h8 2,12 1,75 1,34 0,365 0.650 0,535 0,258 0,128
17 2,90 2,57 2,11 1,74 1,33 0,863 0,689 0,534 0,257 0,128
18 2,88 2,55 2,10 1,73 1,33 0,862 0,688 0,534 0,257 0,1x7
19 2,85 2,54 2,09 1,73 1,33 0,861 0,688 0,533 0,257 0,127
20 2.84 2,53 2,09 1,72 1,32 0,860 0,687 0,533 0,257 0,127
21 | 283 252 208 172° 1,32 | -0;859 0,686 0532 0257 0127 §°
22 282 2,51 2,07 1,72 - 1,32 0,858 « 0,685 6,532 0,256 a.127
23 281 2,50 2,07 1,71 1,32 0.858 0,683 0,532 0,256 0,127
24 2,80 2,49 2,06 1,71 1,32 0,857 0,685 0,631 0,256 0127
25 2,719 2,48 2,06 1,71 1.32 0,856 W,684 0,531 O.éﬁﬁ 127
26 | 278 248 206 1,71 1,32 | 0856 ©684 0531 0256 0,27
21 27 2,47 2,05 1,70 1,31 0,855 0,684 0,531 0,236 0,127
28 2.16 2417 205 -, 170 1,31 0.B55 0,683 0,530 0,256 0,127
z9 2,18 2,46 2,04 1,70 1.31 0,854 0,683 0,530 0256 4,127
s | 275 246 - 204 17 1,31 0,854 05A3 0,530 0256 0,27
40 2,70 2,42 202 1,68 1,30 0,651 G681 0,529 6,255 0,126
60 2,56 2,39 2.00 1.67 1,30 0,848 0,679 0.527 0.254 LU B
120 2,62 2,36 1,98 1,66 1,29 0,845 0,677 0,526 @251 0126
oa 2,68 2,33 1,86 1,645 1,28 o842 0,674 0,524 0,253 0,126 -

-

g . ]
Sumber : Statixticel Tables for Biological, Agricultural and Medical Research, Fisher, R.A. dan Yates . F .

.

Table liI, Qliver & Boyd 1td, Edinburgh.
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